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PEDOMAN TRANSLITERASI
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z Jim J -
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¢ Kha Kh -
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2 Zal Z z (dengan titik di atasnya)

B Ra R -

B) Zai Z -

o Sin S -

8= Sym Sy -
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L Za Z z (dengan titik di bawahnya)
¢ ¢ Ain ¢ koma terbalik (di atas)

¢ Gain G -

q Fa F -

3 Qaf Q -

S Kaf K -




J Lam L _

¢ Mim M _

o Nin N N

3 Wawu W _

’ Ha H _

s Hamzah : apostrof, tetapi lambang ini
tidak dipergunakan di awal kata

¢ Ya Y .

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.
Contoh: 4aal ditulis Ahmadiyyah
C. Ta Marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: 4slex
ditulis jama’ah
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: sWis¥ &\ S ditulis karamatul-auliya’
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
A panjang ditulis a, 1 panjang ditulis 1, dan u panjang ditulis 0, masing-masing dengan
tanda hubung ( - ) di atasnya.
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai
Fathah + wawu mati ditulis au
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Contoh: aifi ditulis a’antum &i’s ditulis mu’annas$
H. Kata Sandang Alif + Lam
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang
mengikutinya. Contoh: 4l ditulis asy-Syi ‘ah
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I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat
1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: a3 &l ditulis Syaikh al-Islam atau Syakhul-Islam
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MOTTO
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berhenti bangkit."
(Alfika Sukmalia)

"A girl should be two things: who and what she wants."
"Seorang perempuan harus menjadi dua hal: dirinya sendiri dan apa yang ia cita-citakan.”
(Coco Chanel)



ABSTRAK

Alfika Sukmalia. 2026. Kesesuaian Praktik Murabahah Bil Wakalah
terhadap Prinsip Kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada
KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang). Skripsi Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H.
Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Jumailah, ML.S.I

Murabahah bil wakalah merupakan akad yang menggabungkan jual beli
murabahah dengan akad wakalah (perwakilan). Dalam praktiknya, lembaga
keuangan syariah dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang
atas nama lembaga, kemudian setelah barang menjadi milik lembaga, dilaksanakan
akad murabahah. Namun, praktik yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Cabang Batang menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan syariah dan
pelaksanaan di lapangan, khususnya terkait pemenuhan prinsip kepemilikan (al-
milkiyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan
akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang serta
menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip kepemilikan dalam hukum ekonomi
syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KSPPS dan
nasabah, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, Fatwa DSN-MUI,
KHES, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan
pendekatan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah
bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilakukan dengan
mendahulukan akad murabahah, kemudian disusul akad wakalah dan pembelian
barang oleh nasabah.Praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip
kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah karena pada saat akad murabahah
dilakukan, barang belum menjadi milik koperasi secara prinsip. Hal ini tidak
sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Pasal 119 KHES
yang mensyaratkan bahwa akad murabahah hanya dapat dilakukan setelah barang
menjadi milik penjual. Oleh karena itu, praktik murabahah bil wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Cabang Batang belum sepenuhnya memenuhi prinsip
kepemilikan (a/-milkiyyah) dalam hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Prinsip Kepemilikan, Hukum Ekonomi
Syariah, KSPPS Tunas Artha Mandiri.



ABSTRACT

Alfika Sukmalia. 2026. The Conformity of Murabahah Bil Wakalah Pactices
with the principle of ownership in Sharia Economic Law (Study at KSPPS
Tunas Artha Mandiri Batang Branch). Thesis, Sharia Economic Law Study
Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic
University Pekalongan.

Jumailah,M.S.I

Murabahah bil wakalah is a financing contract that combines murabahah (cost-
plus sale) and wakalah (agency) contracts. In its implementation, Islamic financial
institutions may authorize customers to purchase goods on behalf of the institution,
after which a murabahah contract is conducted once the goods become the
institution’s property. However, the practice at KSPPS Tunas Artha Mandiri
Batang Branch indicates a discrepancy between Sharia provisions and actual
implementation, particularly regarding the fulfillment of the ownership principle
(al-milkiyyah). This study aims to examine the implementation mechanism of
murabahah bil wakalah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch
and analyze its conformity with the principle of ownership in Sharia Economic
Law.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative
approach. Primary data were obtained through interviews with KSPPS officers
and customers, while secondary data were collected from books, journals, DSN-
MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), and other relevant
literature. Data were collected through interviews and documentation and
analyzed descriptively using an inductive approach.

The results show that the implementation of murabahah bil wakalah
financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Batang Branch begins with the
murabahah contract, followed by the wakalah contract and the purchase of goods
by the customer. This practice is not fully in accordance with the principle of
ownership in Sharia Economic Law because, at the time the murabahah contract
is executed, the goods have not yet become the property of the cooperative. This
practice is inconsistent with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and
Article 119 of the Compilation of Sharia Economic Law, which require that a
murabahah contract may only be conducted after the goods have become the
property of the seller. Therefore, the murabahah bil wakalah practice at KSPPS
Tunas Artha Mandiri Batang Branch has not fully complied with the principle of
ownership (al-milkiyyah) in Sharia Economic Law.

Keywords: Murabahah Bil Wakalah, Ownership Principle, Sharia Economic
Law, KSPPS Tunas Artha Mandiri.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Akad Murabahah adalah transaksi jual beli dimana penjual
menyampaikan harga asli barang kepada pembeli, kemudian menambahkan
keuntungan yang telah disepakati besama.Dalam akad ini, pembeli
mengetahui secara jelas berapa harga pokok barang dan berapa besar
keuntungan penjual.Dengan kata lain, murabahah merupakan jual beli
barang dagang dengan harga dasar ditambah margin keuntungan sesuai
kesepakatan antara kedua belah pihak. '

Bagi nasabah, pembiayaan murabahah menjadi solusi yang tepat
untuk membeli barang kebutuhan. Dengan pembiayaan murabahah, nasabah
dapat membayar secara angsuran sesuai kesepakatan dengan lembaga
keuangan syariah. Sementara itu, bagi pihak lembaga, murabahah
merupakan akad yang mudah dan cepat dalam penyaluran dana. Oleh karena
itu, murabahah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak
ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Al Wakalah atau al-wikalah atau at-tahwidh yang memiliki arti
menyerahkan, mendelegasikan atau memberikan mandat.Dalam akad ini,
seseorang menyerahkan wewenang kepada orang lain untuk mewakili
dirinya dalam melakukan suatu tindakan yang diperbolehkan menurut
syariat.’Murabahah bil wakalah adalah jual beli dengan sistem wakalah.
Dalam praktiknya, lembaga keuangan memberikan kuasa kepada nasabah

untuk membeli barang yang dibutuhkan. Akad pertama yang dilakukan

V'Y Yuliyanti, “/IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DI KSPPS ARMA MAGELANG
DALAM TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) No. 04/DSN-MUI/TV/2000,”
no. 04 (2019),
http://eprintslib.ummgl.ac.id/237/%0Ahttp://eprintslib.ummgl.ac.id/237/1/14.0404.0001 _BAB1 _
BABII _BABIII BAB YV _DAFTAR PUSTAKA.pdf.

2 Sri Nur Hayati dan Wasilah, “Akuntansi Syariah di Indonesia”, (Jakarta: Salemba
Empat, 2015), him.257
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adalah akad wakalah. Setelah barang dibeli dan diserahkan kepada lembaga
keuangan, barulah dilakukan akad murabahah antara lembaga dan nasabah.
Prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah
mengharuskan lembaga keuangan syariah memiliki barang terlebih dahulu
sebelum menjualnya kepada nasabah. Kepemilikan ini mencakup
kepemilikan secara hukum dan tanggung jawab atas barang, meskipun
pembelian barang dilakukan melalui mekanisme wakalah kepada nasabah.
Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentang akad murabahah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa "jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad
jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi
milik bank.*" akad murabahah dijelaskan dalam pasal 119 bahwa "apabila
penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang
secara prinsip menjadi milik penjual. °
Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana selaku bagian
pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang yang
bertanggung jawab dan memahami pelaksanaan akad pembiayaan
murabahah bil wakalah, diperoleh informasi bahwa salah satu produk
pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
Cabang Batang adalah pembiayaan murabahah bil wakalah. Dalam
praktiknya, pthak KSPPS terlebih dahulu melaksanakan akad murabahah,
kemudian dilanjutkan dengan akad wakalah, meskipun pada saat akad
murabahah dilaksanakan barang yang menjadi objek transaksi belum dibeli
atau belum dimiliki oleh pihak koperasi, baik secara fisik maupun secara
hukum. Selain itu, dalam implementasi pembiayaan murabahah, KSPPS

menggunakan mekanisme wakalah dengan memberikan kuasa kepada

3 Lia Murlisa et al., “Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di
Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” MAQASIDI: Jurnal Syariah
Dan Hukum 2, no. 2 (2022): 81-92, https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423.

4 Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah

5 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pasal 119
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anggota untuk membeli sendiri barang yang menjadi objek pembiayaan atas
nama koperasi.

Untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan
murabahah bil wakalah, berikut disajikan contoh dokumen akad
murabahah bil wakalah yang digunakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang.

Dokumen Pembiayaan Akad Murabahah bil Wakalah KSPPS

Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang
Gambar 1.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana juga diperoleh
keterangan bahwa jenis barang yang diperjualbelikan dalam transaksi
murabahah bil wakalah meliputi kendaraan bermotor, telepon genggam
(HP), dan berbagai barang lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota. Dalam

pelaksanaannya, pihak KSPPS menggunakan mekanisme akad wakalah



dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih dan membeli
sendiri barang yang diinginkan. Setelah pembelian dilakukan, nasabah
diwajibkan menyerahkan invoice atau nota pembelian sebagai bukti bahwa
barang telah dibeli. Selain itu, berdasarkan keterangan narasumber, harga
yang tercantum dalam nota pembelian tidak harus sama persis dengan nilai
pembiayaan atau harga jual dalam akad murabahah, melainkan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan anggota.

Apabila urutan pelaksanaan akad tersebut dilanggar, yaitu akad
murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik KSPPS, pembelian
barang dilakukan atas nama nasabah, atau akad wakalah tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya, maka praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai
tahayyul (rekayasa hukum). Tahayyul merupakan upaya menggunakan
bentuk akad yang secara lahiriah tampak sesuai syariah, tetapi substansi
pelaksanaannya bertujuan menghindari ketentuan hukum syariah. Dalam
konteks ini, akad murabahah hanya dijadikan formalitas administratif,
sedangkan secara substansi koperasi tidak pernah benar-benar memiliki
barang yang menjadi objek jual beli. Padahal, dalam murabahah penjual
wajib terlebih dahulu memiliki barang, baik secara hakiki maupun
konstruktif (gabd hukmi), sebelum menjualnya kepada pembeli. Praktik
tersebut bertentangan dengan tujuan (maqasid al-syarTah) yang
menghendaki adanya kejelasan kepemilikan, perpindahan risiko, serta
kejujuran dalam transaksi.

Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut
lebih tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak). Hal ini karena rukun
akad murabahah, seperti adanya para pihak, ijab kabul, objek, dan harga
telah terpenuhi, namun terdapat cacat pada syarat objek akad, yaitu barang
belum dimiliki oleh penjual ketika akad murabahah dilakukan. Dalam fikih
muamalah, akad yang memenuhi rukun tetapi tidak memenuhi syarat sah
disebut sebagai akad fasid sehingga harus diperbaiki agar sesuai dengan
ketentuan syariah. Apabila koperasi terlebih dahulu memperoleh

kepemilikan atas barang melalui mekanisme wakalah yang benar, kemudian



setelah barang secara hukum menjadi milik koperasi baru dilakukan akad
murabahah dengan nasabah, maka akad tersebut menjadi sah.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kesesuaian praktik
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri dengan prinsip
kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah, guna memastikan bahwa
praktik yang dilakukan tidak hanya efisien secara operasional, tetapi juga
sesuai secara syar’i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap penguatan praktik pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-

prinsip figih muamalah.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme praktik akad murabahah bil wakalah yang
diterapkan di KSPPS Tunas Arha Mandiri Kabupaten Batang?

2. Bagaimana kesesuaian praktik murabahah bil wakalah terhadap
kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS Tunas Artha
Mandiri Kabupaten Batang dan bagaimana Konsekuensi Hukumnya?

. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme praktik akad murabahah bil
wakalah yang diterapkan di KSPPS Tunas Arha Mandiri Kabupaten
Batang

2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik murabahah bil wakalah
terhadap kepemilikan dalam Hukum Ekonomi Syariah pada KSPPS
Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang

. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah terkait praktik
akad murabahah bil wakalah di lembaga keuangan syariah. Selain itu, hasil
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian
selanjutnya tentang penerapan prinsip kepemilikan dan akad dalam ekonomi
syariah, serta sebagai bahan evaluasi antara teori dan praktik yang
diterapkan.

2. Kegunaan Praktis



a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan
bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di bidang ekonomi
syariah, khususnya dalam memahami aplikasi nyata dari akad
murabahah bil wakalah di koperasi syariah.Selain itu, penelitian ini
juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penyusunan tugas
akhir, skripsi, atau karya ilmiah lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, khususnya anggota koperasi atau calon
nasabah, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih
jelas mengenai bagaimana proses transaksi murabahah bil wakalah
dilakukan di koperasi syariah. Dengan pemahaman yang baik,
masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih produk pembiayaan
yang sesuai dengan prinsip syariah dan lebih percaya terhadap
sistem koperasi syariah yang transparan dan akuntabel.

E. Kerangka Teoritik
1. Prinsip Kepemilikan

Prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) adalah hak yang diakui syariah
bagi seseorang atau lembaga untuk menguasai dan memanfaatkan harta
secara sah. Kepemilikan menjadi dasar keabsahan suatu transaksi
muamalah.

Dalam akad murabahah bil wakalah lembaga keuangan syariah
wajib memiliki barang terlebih dahulu, baik secara hukum maupun
prinsip, sebelum menjualnya kepada nasabah. Wakalah hanya berfungsi
sebagai perwakilan pembelian, bukan pengalihan kepemilikan langsung
kepada nasabah. Prinsip kepemilikan digunakan sebagai dasar analisis
untuk menilai kesesuaian praktik murabahah bil wakalah dengan
hukum ekonomi syariah, khususnya terkait urutan akad dan keabsahan
kepemilikan barang.

Dalam fikih muamalah, kepemilikan (al-milkiyyah) dibedakan
menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut.

a. Milk al-Manfa'ah (Kepemilikan atas Manfaat)



Milk al-manfa'ah adalah hak seseorang untuk memperoleh
manfaat dari suatu barang tanpa memiliki zat atau fisik barang
tersebut.Bentuk kepemilikan ini lazim ditemukan dalam akad ijarah
(sewa-menyewa), di mana penyewa hanya memiliki hak
memanfaatkan barang selama masa sewa tanpa menjadi pemilik
barang tersebut.® Oleh karena itu, konsep ini berbeda dengan
murabahah karena dalam murabahah yang dialihkan adalah
kepemilikan barang, bukan sekadar manfaatnya.

b. Milk Tam (Kepemilikan Sempurna)

Milk tam adalah kepemilikan yang meliputi kepemilikan atas
zat barang sekaligus manfaatnya sehingga pemilik mempunyai
kewenangan penuh untuk memanfaatkan dan mengalihkan
kepemilikan barang tersebut kepada pihak lain.”’Dalam pembiayaan
murabahah bil wakalah, lembaga keuangan syariah seharusnya
telah memiliki milk tam atas barang sebelum melakukan akad jual
beli dengan nasabah agar transaksi memenubhi prinsip syariah.

c. Milk Naqis (Kepemilikan Tidak Sempurna)

Milk nagis merupakan kepemilikan yang hanya mencakup
sebagian unsur kepemilikan, yaitu hanya memiliki zat barang atau
hanya memiliki manfaatnya saja sehingga hak pemilik menjadi
terbatas.’Dalam praktik murabahah bil wakalah, apabila lembaga
keuangan belum memperoleh kepemilikan atas barang namun telah
melakukan akad murabahah dengan nasabah, maka lembaga tersebut
belum memiliki milk tam atas objek akad. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa prinsip kepemilikan belum terpenuhi secara
sempurna dan berpotensi menyebabkan akad tidak sesuai dengan
ketentuan syariah.

d. Milk al-'Ain (Kepemilikan atas Benda)

6 Wahbah Az-Zuhaili, AI-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid V, hlm. 3456.

" Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya, hlm. 35.

8 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, hlm. 200.



Milk al-'ain merupakan hak kepemilikan terhadap zat atau
fisik suatu barang sehingga pemilik memiliki kewenangan penuh
untuk menguasai, menggunakan, menjual, menghibahkan, maupun
melakukan tindakan hukum lainnya terhadap barang tersebut sesuai
ketentuan syariah.Dalam akad murabahah bil wakalah, lembaga
keuangan syariah harus terlebih dahulu memiliki milk al-'ain atas
barang yang akan dijual kepada nasabah sebelum akad murabahah
dilaksanakan.

2. Akad Murabahah bil Wakalah
a. Pengertian Murabahah

Secara terminologi, murabahah adalah akad jual beli di
mana penjual menyampaikan harga asli barang serta keuntungan
yang disepakati bersama pembeli. Dalam kajian fikih, murabahah
termasuk jual beli amanah karena penjual wajib bersikap jujur
dengan memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli.
Dengan demikian, murabahah dapat dipahami sebagai jual beli yang
dilakukan dengan menyebutkan harga dasar barang dan
menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.’

Akad ini banyak digunakan di lembaga keuangan syariah
karena memiliki risiko rendah dan mudah diaplikasikan, terutama
untuk pembiayaan barang konsumtif maupun produktif. Dalam
praktiknya, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu membeli
barang yang diinginkan nasabah, kemudian menjualnya kembali
dengan harga yang mencakup keuntungan (margin) tertentu yang
telah disetujui bersama.

b. Pengertian Wakalah

Wakalah secara bahasa berarti penyerahan atau pemberian
kuasa kepada orang lain. Menurut istilah fikih, seperti yang
dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam Figh Sunnah, wakalah adalah
pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk

mewakilinya dalam melakukan suatu urusan yang boleh

® Antonio, M. Syafi’i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.



diwakilkan.!” Dalam konteks lembaga keuangan, wakalah dilakukan
ketika bank atau koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli barang atas nama lembaga tersebut. Nasabah bertindak
sebagai wakil lembaga, bukan pembeli langsung.
c. Pengertian dan Mekanisme Murabahah bil Wakalah
Murabahah bil wakalah adalah bentuk modifikasi dari akad
murabahah di mana lembaga keuangan sebagai penjual memberikan
kuasa kepada nasabah (melalui akad wakalah) untuk membeli
barang atas nama lembaga keuangan tersebut. Setelah barang dibeli
dan menjadi milik lembaga secara hukum, akad murabahah baru
boleh dilakukan.pelaksanaan murabahah bil wakalah harus
memenuhi dua tahapan penting:
e Akad wakalah dilakukan terlebih dahulu agar lembaga keuangan
memiliki dasar hukum kepemilikan atas barang.
o Akad murabahah baru boleh dilaksanakan setelah barang
tersebut, secara prinsip, telah menjadi milik lembaga keuangan

(baik secara langsung maupun melalui wakilnya).

Apabila akad murabahah dilakukan sebelum lembaga memiliki
barang, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori tahayyul
(rekayasa hukum) yang tidak dibenarkan karena melanggar prinsip

al-milkiyyah (kepemilikan) dan al-gabd (penguasaan barang).!!

. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah sistem hukum yang mengatur
kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks
pembiayaan murabahah bil wakalah, sumber hukum utama yang digunakan
adalah fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),
yang menjadi pedoman resmi bagi pelaksanaan akad di lembaga keuangan
syariah di Indonesia.

a. Fatwa DSN-MUI

10 Sayyid Sabiq. (1990). Figh Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr.
' Adiwarman A. Karim. (2010). Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Rajawali Pers.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) merupakan rujukan yuridis dalam pelaksanaan akad di lembaga
keuangan syariah. Terdapat dua fatwa utama yang menjadi dasar
murabahah bil wakalah, yaitu:

1) Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
khususnya Pasal 9, menyatakan:

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”!?

Ketentuan ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan tidak boleh
menjual barang yang belum dimilikinya secara sah, sehingga

kepemilikan barang menjadi syarat mutlak keabsahan akad.

2) Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah,
menjelaskan bahwa:
“praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk
pelayanan jasa perbankan kepada nasabah.praktek wakalah tersebut
dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.”!3

Dalam konteks murabahah bil wakalah, pelimpahan kuasa
ini menjadi dasar hukum bagi nasabah untuk membeli barang atas
nama lembaga keuangan. Akan tetapi, wakalah harus dilakukan
sebelum akad murabahah agar lembaga keuangan tetap menjadi
pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian, kedua fatwa ini secara komplementer
menegaskan bahwa pelaksanaan murabahah bil wakalah harus
memperhatikan urutan akad yang benar, yaitu akad wakalah terlebih
dahulu, baru kemudian akad murabahah, setelah lembaga
memperoleh kepemilikan atas objek transaksi.

b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

12 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

13 Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Wakalah
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Selain fatwa DSN-MUI, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah
juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
sebagai sumber hukum positif di Indonesia.

Dalam Buku I KHES tentang Akad, Pasal 119 dijelaskan:“Apabila
penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari
pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang, secara prinsip, menjadi milik penjual.”!*

Pasal ini memiliki esensi hukum yang sama dengan fatwa DSN-
MUI, yakni bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penjual harus
memiliki barang terlebih dahulu, baik secara fisik maupun hukum,
sebelum akad murabahah dilakukan. Jika urutan ini dilanggar, maka
akad menjadi tidak sah karena melanggar prinsip kepemilikan dalam
jual beli.

Dengan demikian, KHES menegaskan pentingnya prinsip al-
milkiyyah (kepemilikan) dan al-gabd (penguasaan barang) sebagai

landasan hukum bagi keabsahan transaksi murabahah bil wakalah.

F. Penelitian yang relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa
terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber
seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini
penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Zumrotul Wahidah (2021)
dengan judul “Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan
Fatwa DSN-MUI”.!"> Penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan akad
murabahah bil wakalah di KSPPS tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan syariah. Hal ini karena lembaga keuangan sering kali

melaksanakan akad murabahah sebelum barang menjadi milik lembaga.

14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II tentang Akad, Pasal 119.
15 Zumrotul Wahidah, ““Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di KSPPS Tunas

Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau Dari KHES Dan Fatwa DSN-MUI,” Tesis,

2021.
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Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip
kepemilikan (al-milkiyah) sebelum terjadinya akad murabahah.

Kedua, penelitian oleh Noor Halimah dan Muhammad Haris (2024)
berjudul “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan
Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin”.!® Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad murabahah bil
wakalah tidak sesuai dengan prinsip hukum syariah karena akad wakalah
dan akad murabahah dilakukan secara bersamaan, dan pembelian barang
masih atas nama nasabah. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan
seperti ini belum memenuhi syarat milk al-tam (kepemilikan penuh) dan
qudrat al-taslim (kemampuan menyerahkan barang).

Ketiga, penelitian oleh Amalia Rahmatin (2022) yang berjudul
“Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah dalam
Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat”.
7Penelitian ini menemukan bahwa akad murabahah bil wakalah di koperasi

tersebut dilaksanakan untuk mempermudah nasabah, namun dalam
praktiknya masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan wakalah karena
akad sering dilakukan setelah barang dibeli. Hal ini menyebabkan
ketidaksesuaian dengan prinsip kepemilikan yang sah dalam hukum Islam.

Keempat, penelitian oleh Yunisa Putri Elsanti, Ahmad Tarmidzi,
dan Erwin Saputra Siregar (2024) berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah
pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi”.Penelitian ini mengevaluasi permasalahan pembiayaan
bermasalah (non-performing financing) yang terjadi dalam produk
murabahah bil wakalah di sebuah BMT. Kajian ini tidak hanya melihat
kesesuaian akad dengan prinsip syariah, tetapi juga mengidentifikasi faktor-
faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan

bermasalah, serta strategi penyelesaiannya. Temuan ini memberikan

16 KHANZA JASMINE, “Praktik Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan
Konsumtif Di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin,” Penambahan Natrium Benzoat
Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan
Reaksi Inversi Pada Nira Tebu 6 (2014): 79-93.

17 Amalia Rahmatin“Tinjauan Figh Muamalah terhadap Pembelian Barang Bil Wakalah
dalam Akad Murabahah di Koperasi Syariah Baituttamkim Kediri Lombok Barat.Skripsi,Fakultas
Syariah,Universitas Islam Negeri Mataram
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wawasan penting mengenai tantangan operasional yang dialami lembaga
keuangan syariah dalam praktek murabahah bil wakalah.'8

Kelima, penelitian oleh Muhammad Zainal Arifin, Umi Khusnul

Khotimah, dan Dawud Arif Khan (2025) berjudul “Transparansi dan
Tantangan Akad Murabahah Bil Wakalah: Studi Implementasi di Bank Muamalat
Jakarta”.
Penelitian ini meneliti secara mendalam implementasi akad murabahah bil
wakalah dalam pembiayaan otomotif di Bank Muamalat Indonesia. Fokus
kajiannya antara lain adalah tahap-tahap pelaksanaan akad, isu kepemilikan
aset sebelum akad, dan sejauh mana praktik tersebut telah sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun akad murabahah bil wakalah banyak digunakan dalam
portofolio pembiayaan, terdapat tantangan normatif dan praktis terkait
transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah terutama dalam urutan
pelaksanaan wakalah dan murabahah.'

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa
pembahasan tentang akad murabahah bil wakalah sudah cukup banyak
dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan
pada kesesuaian praktik akad dengan Fatwa DSN-MUI, KHES, kesalahan
urutan akad, transparansi, atau masalah pembiayaan. Prinsip kepemilikan
barang dalam akad murabahah biasanya hanya dibahas secara umum dan
belum dijadikan fokus utama penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara
khusus meneliti apakah prinsip kepemilikan barang benar-benar telah
terpenuhi dalam praktik akad murabahah bil wakalah. Penelitian ini menilai
apakah lembaga keuangan syariah sudah memiliki barang, baik secara
hukum maupun penguasaan, sebelum menjualnya kepada nasabah. Dengan

mengambil studi kasus di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang,

18 Elsanti, Y. P., Tarmidzi, A., & Siregar, E. S. (2024). Analisis Pembiayaan Bermasalah
Pada Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT Al-Ishlah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
Jurnal Penelitian llmu Ekonomi dan Keuangan Syariah

19 Arifin, M. Z., Khusnul Khotimah, U., & Arif Khan, D. (2025). Transparansi dan
Tantangan Akad Murabahah Bil Wakalah: Studi Implementasi di Bank Muamalat Jakarta. Al-
Magashid: Journal of Economics and Islamic Business.
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas

mengenai penerapan prinsip kepemilikan dalam akad murabahah bil

wakalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

G.Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan secara ilmiah untuk

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai

dalam suatu penelitian.?

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yaitu
penelitian hukum yang mengkaji bagaimana aturan hukum normatif
diterapkan secara langsung dalam kehidupan masyarakat, khususnya
pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi.?!

Penelitian hukum empiris atau yuridis empiris adalah metode
penelitian yang menggunakan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari
perilaku manusia. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara
maupun pengamatan langsung. Selain itu, penelitian ini juga
bertujuan untuk melihat dan menilai hasil dari tindakan manusia
dalam kehidupan sehari-hari.??

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan
kualitatif yang mana suatu jenis penelitian yang mengambarkan
tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah pada
KSPPS Tunas Artha Mandiri Kabupaten Batang. pendekatan
kualitatif ini dilakukan bertujuan untuk memahami suatu gejala yang
tidak dapat diukur dengan secara tepat. Untuk itu dalam

penggunaannya memerlukan instrumen yakni manusia.”?

3. Lokasi Penelitian

20 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.
2l Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,

2004), 134.

22 Rezki Suci Qamaria, dkk., Ragam Metode Penelitian Hukum, Lembaga Studi Hukum
Pidana, diambil dari http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/45 , 47-48.
23 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar : Syakir Media Press,

2021), 30-43.
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KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dipilih sebagai
lokasi penelitian karena lembaga ini secara aktif menerapkan
pembiayaan murabahah bil wakalah kepada anggotanya. Dalam
praktiknya, koperasi memberikan kuasa kepada nasabah untuk
membeli barang melalui akad wakalah, sehingga relevan untuk
dikaji terkait pemenuhan prinsip kepemilikan barang dalam akad
murabahah menurut hukum ekonomi syariah. Selain itu, kemudahan
akses data dan keterbukaan pihak KSPPS dalam memberikan
informasi menjadi pertimbangan penting agar penelitian dapat
berjalan secara efektif dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa data
deskriptif, seperti catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan
responden, arsip, dan  berbagai dokumen pendukung
lainnya.**berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian itu dibagi
menjadi 2 (dua), yaitu :

a) Data Primer
Pada penelitian ini, data primer yang digunakan
adalah berupa hasil wawancara, dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan
atau didapatkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang
sudah ada. Mislanya dapat diperoleh dari buku, jurnal,
laporan, Fatwa, KHES dan lain-lain. Selain itu peneliti juga
menggunakan beberapa literatur berupa jurnal hukum serta
buku-buku hukum yang berkaitan dengan persoalan yang

akan dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara (Interview)

24 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian
(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 43.
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Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel sumber
data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono,
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang
dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang
dipilih dianggap paling mengetahui, memahami, dan
menguasai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian
sehingga mampu memberikan data yang relevan sesuai
kebutuhan penelitian.>>Oleh karena itu, informan dalam
penelitian 1ini tidak dipilih secara acak, melainkan
berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai
praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Syariah Cabang Batang.

Tabel I.
Daftar Informan
No Nama Posisi
1. Lusiana Pembiayaan
2. Karima Dwiandari Akuntan
3. Bapak Ahmad Nasabah
4. Bapak Slamet Nasabah
5. Ibu Nur Aini Nasabah
6. Bapak Fajar Prasetyo Nasabah
7. Bapak Indi Nasabah

Adapun informan yang dipilih berjumlah tujuh
orang, terdiri atas dua orang dari pihak internal KSPPS dan
lima orang nasabah. Mba Lusiana dipilih karena bertugas
pada bagian pembiayaan dan menangani secara langsung
proses pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah,

sehingga memiliki pengetahuan mengenai mekanisme akad,

25 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2022), hlm. 133.
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prosedur pembiayaan, serta implementasi wakalah dalam
praktik. Mba Karima Dwiandari dipilih sebagai informan
karena menjabat sebagai bagian akuntansi yang bertanggung
jawab terhadap pencatatan transaksi dan penyusunan laporan
keuangan pembiayaan, sehingga dapat memberikan
informasi mengenai aspek administratif dan pencatatan
transaksi murabahah bil wakalah. Sementara itu, lima orang
nasabah, yaitu Bapak Ahmad, Bapak Slamet, Ibu Nur Aini,
Bapak Fajar Prasetyo, dan Bapak Indi dipilih karena mereka
merupakan pihak yang telah menerima pembiayaan
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang. Keterangan dari para nasabah
digunakan untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan akad dari perspektif penerima pembiayaan
sekaligus mengonfirmasi kesesuaian antara prosedur yang
dijelaskan oleh pihak KSPPS dengan praktik yang dialami
secara langsung oleh nasabah. Dengan demikian, pemilihan
ketujuh informan tersebut diharapkan mampu menghasilkan
data yang valid, mendalam, dan sesuai dengan tujuan

penelitian.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang peristiwa
yang telah terjadi. Dokumen ini dapat berupa berbagai bahan
tertulis yang berkaitan dengan suatu kegiatan au kejadian
tertentu. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan
meliputi file, data resmi, arsip, dan bahan tertulis lainnya
yang berhubungan dengan topik penelitian. Data tersebut
digunakan sebagai pelengkap dari informasi yang diperoleh

melalui wawancara.?®

26 Wiratna Sujarweni,Metodologi Penelitian (Y ogyakarta: Pustaka Baru

Press,2019),hlm.23.
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6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis deskriptif dengan pendekatan induktif. Analisis ini
dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data secara
sistematis agar mudah dipahami serta dapat ditarik
kesimpulan.?’Pendekatan induktif digunakan dengan menganalisis
data empiris yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi terkait praktik pembiayaan murabahah bil wakalah.
Data tersebut dianalisis untuk menilai kesesuaian praktik murabahah
bil wakalah terhadap prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) dalam
hukum ekonomi syariah, yaitu kepemilikan barang oleh lembaga
keuangan sebelum akad jual beli dilakukan dengan nasabah.
Selanjutnya, kesimpulan penelitian ditarik dari fakta-fakta khusus di

lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum.

Untuk memperoleh data yang kredibel, penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan
keabsahan data.Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang
diperoleh.?’ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan
triangulasi  teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan
membandingkan informasi yang diperoleh dari bagian pembiayaan,
bagian akuntansi, serta para nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah Cabang Batang. Perbandingan tersebut bertujuan untuk
mengetahui  konsistensi  informasi mengenai pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil wakalah. Sementara itu, triangulasi

teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara,

27 Sugiyono Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Alfabeta, 2020, him.105

28 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian llmiah Dasar : Dasar, Metode, dan Teknik
(Bandung : Tabito, 1994), 134.

29 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 330.
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observasi, dan dokumentasi terhadap objek yang sama sehingga data
yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat tingkat

keabsahannya.*
H. Sistematika Penulisan

Agar dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini,
maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-
informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan tesis ini,
penulis membagi pembahasan ini ke dalam lima bab, yang masing babnya
terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini antara
lain:

BAB I: Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjavan Pustaka,

kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Pada bab ini memuat tentang latar

pengertian pinsip kepemilikan, pengertian murabahah, syarat dan rukun

murabahah, pengertian wakalah, syarat dan rukun wakalah, murabahah
bil wakalah.

Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini akan disajikan hasil penelitian

seperti temuan-temuan terhadap bahan-bahan hukum yang ada dan hasil

wawancara, dengan di sajikan secara detail dan sejelas-jelasnya.

Bab IV Hasil Analisa dan Pembahasan, pada bab ini seluruh data yang

telah didadapat akan dianalisa dan di bahas untuk menjawab

permasalahan penelitian.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 191-193.
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BAB II

PRINSIP KEPEMILIKAN PADA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH

DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Prinsip Kepemilikan (4/-Milkiyyah) dalam Hukum Ekonomi Syariah

1.

Pengertian Kepemilikan

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata

“milik”. Ja merupakan kata serapan dari kata “al-milk” dalam bahasa

Arab. Secara etimologi kata “al-milk” terambil dari akar kata” la

KSL ~ &L g_uM —”yang artinya memiliki.Dalam bahasa Arab

kata “42SW) « berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara

bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta
(barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat
dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain
tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut
kecuali dengan izinnya, dan sesuai dengan bentuk-bentuk muamalah

yang diperbolehkan.

Sedangkan pengertian “kepemilikan” menurut istilah berbagai
ungkapan yang dikemukakan oleh para ahli, namun secara esensial
seluruh definisi itu pada prinsipnya sama. Misalnya Muhammad

Mushthafa alSalaby mendefinisikan al-Milk sebagai berikut:

S0 B e Gl Ge dmla (Ko A A R g oA (el

Artinya :"Pengkhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang
menghalangi orang lain bertindak atasnya dan memungkinkan
pemiliknya melakukan tindakan secara langsung terhadap benda itu,

selama tidak ada halangan syara’.’!

31 Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam Oleh : Ali Akbar” XVIII, no. 2 (2012).
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Prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) merupakan salah satu prinsip
fundamental dalam hukum ekonomi syariah yang menjadi dasar
dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, termasuk
dalam akad murabahah bil wakalah. Tanpa adanya kepemilikan
yang sah, suatu transaksi dapat dianggap batal atau tidak sesuai
dengan prinsip syariah.Secara terminologis, kepemilikan (al/-
milkiyyah) adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu
harta (maal) yang memberikan kewenangan kepadanya untuk
menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum
terhadap harta tersebut selama tidak bertentangan dengan ketentuan
syariah.*?Dalam Islam, kepemilikan tidak bersifat absolut seperti
dalam sistem kapitalis, melainkan bersifat amanah dari Allah SWT.
Oleh karena itu, setiap bentuk kepemilikan harus diperoleh dengan

cara yang halal dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dasar Hukum Kepemilikan dalam Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam memiliki dasar yang kuat, baik

dari Al-Qur’an, Hadis, maupun ijtihad para ulama.

a. Al-Qur’an
Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa seluruh harta pada
hakikatnya adalah milik Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

00 3 2 o

Artinya: “Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta
Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu” (QS. An-Nur: 33).%?
Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah sebagai

pemegang amanah (trustee) atas harta tersebut.

b. Hadis

32 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr, 20095.

33 Departemen Agama RI, AI-Qur’an dan Terjemahannya, QS. An-Nur: 33.
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Selain itu, dalam hadis Rasulullah SAW juga ditegaskan
larangan menjual barang yang belum dimiliki:
Artinya:“Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak
engkau miliki.” (HR. Abu Dawud).**Hadis ini menjadi dasar
utama dalam menilai praktik murabahah, khususnya terkait
kepemilikan barang oleh penjual.
c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syaiah

KHES merupakan hukum positif yang mengatur ekonomi

syariah di Indonesia. Dalam Pasal 119 disebutkan bahwa penjual

harus memiliki barang sebelum melakukan akad murabahah.®®

1) Larangan Bai' al-Ma'dum : Penjual (dalam hal ini Lembaga
Keuangan Syariah/Bank Syariah) dilarang menjual barang
yang belum dimilikinya. Prinsip ni
menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba.

2) Mekanisme Wakalah (Perwakilan): Seringkali, bank tidak
membeli barang secara fisik, melainkan memberi kuasa
(wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang dari
supplier (pihak ketiga). Pasal 119 menegaskan bahwa
meskipun diwakilkan, barang harus sudah menjadi milik
bank terlebih dahulu sebelum bank menjual kembali ke
nasabah.

3) Definisi "Secara Prinsip" (Milik Bank): "Secara prinsip
menjadi milik" berarti bank telah menanggung risiko
kepemilikan. Dalam praktiknya, barang tidak harus berada di
gudang bank, namun ada dokumen legal (seperti faktur atau
kwitansi) yang menunjukkan barang tersebut dibeli atas

nama bank, bukan nasabah

34Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Kitab al-
Buyi',Bab f1 ar-Rajul Yabt'u Ma Laysa 'Indahu, Hadis No. 3503 (Beirut: Dar al-Kutub al-
Tmiyyabh, t.t.).

35 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 119
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Urutan Akad: Akad Wakalah (perwakilan) dan akad jual beli
murabahah tidak boleh dilakukan secara bersamaan atau
mendahului (jual beli dulu, baru beli barang). Urutan yang
benar: (1) Bank membeli barang dari pemasok/mewakilkan
pembelian, (2) Barang menjadi milik bank, (3) Bank dan

nasabah menandatangani akad murabahah.

2. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Macam-macam Hak Milik

a. Dari segi obyek (mahallu) pemilikan dibedakan menjadi tiga :

1)

2)

3)

Pertama, milk al-‘ain (memiliki benda). Pemilikan ini
diperoleh melalui empat sebab pemilikan yang telah
disampaikan di muka, Pada prinsipnya pemilikan benda
disertai dengan pemilikan ata, manfaat benda, sampai ada
kehendak untuk melepaskan manfaat, benda melalui cara
yang dibenarkan oleh syara’.

Kedua, milk al-manfaat adalah pemilikan seseorang untuk
memanfaatkan suatu harta-benda milik orang lain dengan
keharusan menjaga materi bendanya. Seperti pemilikan atas
manfaat membaca buku, mendiami rumah atau
menggunakan segala perabotan berdasarkan ijarah
(persewaan) atau ‘ariyah (pinjaman).

Ketiga, milk a/-dain (milik piutang) adalah pemilikan harta
benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena
sebab tertentu, Seperti harta yang dihutangkan, harga jual
yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak

atau dimusnahkan oleh pihak lain

b. Milk Tam dan Milk Nagish

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) dibedakan

menjadi dua. Pertama, Milk al-tam (pemilikan sempurna),

pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya. Kedua, milk al-

Nagish (pemilikan tidak sempurna), yakni pemilikan atas salah
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satu unsur harta saja, Dengan demikian milk naqish ada dua

bentuk.

1) pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. Pemilikan
manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari
empat sebab berikut ini: arab, i’arah, wakaf, dan wasiat atas
manfaat.

2) merupakan kebalikan dari yang pertama pertama, yakni
pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas
manfaatnya. Milk al-nagish jenis ini terjadi hanya melalui
wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut ini:

a) seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas
manfaat suatu harta-benda selama waktu tertentu setelah
wafatnya, maka ahli waris hanya berhak memiliki
bendanya saja, sedang manfaat benda tersebut dimiliki
oleh orang yang menerima wasiat.

b) Jika seorang pemilik berwasiat untuk seseorang atas
manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu,
kemudian pemilik berwasiat juga untuk orang lain atas
benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya
memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama
masih memiliki hak manfaat selama waktu yang
dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah berakhir
waktunya, maka pemilikan oleh penerima wasiat kedua
menjadi milk al-tam. Pada uraian sebelumnya tentang
konsep hak, telah disampaikan mengenai haq al-intifa’.
Dalam pandangan fuqaha’ Hanafiyah haq al-intifa’
merupakan istilah lain dari milk al-manfaat. Antara
keduanya tidak mempunyai implikasi hukum yang
berbeda. Sedang pandangan yang berkembang di
kalangan fuqaha’ jumhur haqq alintifa’ dan milk al-
manfaat, keduanya merupakan dua hal yang berbeda dan

masing-masing mempunyai implikasi hukum yang
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berbeda. Menurut pandangan fuqaha’ jumhur, milk
almanfa’at merupakan keistimewaan (istishash) yang
memberikan kewenangan kepada seseorang untuk
mengambil manfaat atas suatu harta benda untuk diri
sendiri dan kewenangan untuk menyerahkan manfaat
tersebut kepada pihak lain. Sedang haq al-intifa’
merupakan kewenangan (alsyulthah) untuk
memanfaatkan suatu harta benda untuk kepentingan diri
sendiri. Jadi pada prinsipnya aqd al-intifa’ merupakan
amanat berdasarkan perizinan pemilik, oleh karen itu
haqq al-intifa’ tidak dapat diserahkan kepada pihak lain.
36
c. Milk Mutamayyaz dan Milk Masya’

Dari sisi bentuknya, milik dibedakan menjadi dua:

Pertama, milk al-mutamayyaz (milik jelas) adalah pemilikan
sesuatu benda, yang mempunyai batas-batas yang jelas dan
tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya. Seperti
pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah kitab, sebuah rumah
dan lain-lain, atau pemilikan atas sebagian tertentu dari rumah
yang terdiri dari beberapa bagian.

Kedua, milk al-masya’ (milik bercampur) adalah pemilikan
atas sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari
sebuah harta-benda, seperti pemilikan atas separuh rumah, atau
seperempat kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan
pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing
pemiliknya, maka berakhirlah pemilikan masya’ menjadi
pemilikan mutamayyaz. Pemilikan campuran sebagaimana
disampaikan di atas tidak hanya berlaku pada pemilikan atas
benda (milk ‘ain) tetapi bisa terjadi pada pemilikan atas hutang

(milk al-dain). Hutang yang demikian ini dinamakan al-duyun

36 Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag., Fikih Muamalah (Fakultas Syariah, D A N Hukum,
and U I N Alauddin Makassar, 2022), him.65-68.
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almustarikah (hutang bersama), yaitu hutang atau tanggungan
yang dibebankan kepada sejumlah orang tertentu karena sebab
tertentu. Seperti, ketika dua orang atau lebih membeli secara
tangguh atas suatu harta bersama, atau jika seseorang
menghilangkan suatu benda bersama. Maka harga barang yang
dibeli atau nilai barang yang dihilangkan tersebut merupakan al-

duyun almusytarika (piutang bersama).

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Dalam ketentuan syara' perihal sebab atau cara memperoleh

kepemilikan terbagi menjadi beberapa sebab, yakni:

a.

b.

Thrazul Mubahat (menimbulkan kebolehan)

Secara istilah Thrazul Mubahat adalah bolehnya seseorang
memiliki harta yang tidak bertuan (belum dimiliki oleh
seseorang atau kelompok).

Contoh: Tkan di sungai, ikan di laut, hewan buruan, burung-
burung di alam bebas, air hujan.
Al-'"Uqud (akad atau perjanjian)

Al-'Uqud merupakan kata jama' dalam bahasa Arab yang
mempunyai mufrad a/-‘aqgd. Menurut etimologi al-'aqd adalah
perjanjian, persetujuan kedua belah pihak atau lebih dan
perikatan. Sedangkan menurut terminologi syara' sebagaimana
dikemukakan oleh ulama figh perikatan yang ditetapkan dengan
1jab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada
objeknya.

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah
ijab dan kabul yang melahirkan akibat hukum baru. Dengan
demikian ijab dan kabul adalah suatu bentuk kerelaan untuk
melakukan akad tersebut. Ijab kabul adalah tindakan hukum
yang dilakukan kedua belah pihak, yang dapat dikatakan sah
apabila sudah sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam

tidak semua ikatan perjanjian atau kesepakatan dapat
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dikategorikan sebagai akad, terlebih utama akad yang tidak
berdasarkan kepada keridhaan dan syariat Islam. Sementara itu
dilihat dari tujuannya, akad bertujuan untuk mencapai
kesepakatan untuk melahirkan akibat hukum baru. Sehingga
akad dikatakan sah apabila memenuhi semua syarat dan
rukunnya. Yang akibatnya transaksi dan objek transaksi yang
dilakukan menjadi halal hukumnya.

Contoh: kepemilikan yang disebabkan oleh jual beli, utang-

piutang, sewa-menyewa, hibah atau pemberian.

Al-Khalafiyah (pewarisan)

Khalafiyah adalah pewaris atau kata lain khalafiyah adalah
ber-tempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang
lama yang telah hilang dalam berbagai macam hak-hak.
Khalafiyah ada dua macam yaitu:

1) Khalafiyah Syakhsyun'an syakhsyin (seseorang terhadap

seseorang), adalah kepemilikan suatu harta dari harta yang
ditinggalkan oleh pewarisnya, sebatas memiliki harta bukan
mewarisi utang si pewaris.
Contoh: Ali menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga
seluruh hak-hak ayahnya berpindah kepada Ali, termasuk
hak kepemilikan.Khalafiyah seperti ini juga disebut
khalafiyah irs (waris), karena umumnya, terjadi pada waris,
yaitu hak kepemilikan harta yang semula atas pewaris lalu
digantikan oleh ahli waris.

2) Khalafiyah syai'un'an syai'in (sesuatu terhadap sesuatu),
adalah kewajiban seseorang untuk mengganti harta atau
barang milik orang lain yang dipinjam karena rusak atau
hilang sesuai harga dari barang tersebut.

Contoh:Seseorang meminjamkan suatu barang setelah

dikembalikan kedepannya, ternyata ada bagian dari barang

itu yang tidak ada. Maka dibenarkan untuk meminta bagian

yang tidak ada itu, karena memang menjadi hak miliknya.
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Khalafiyah seperti ini juga disebut khalafiyah ta'wid
(menjamin kerugian).
d. At-Tawalladu minal mamluk (berkembang biak)

At-tawalladu Minal Mamluk merupakan hasil dari harta yang
telah dimiliki (berkembang biak).

Contoh: Anak sapi yang lahir, keuntungan dari perdagangan,
buah pada pohon yang berbuah di atas tanah yang kita miliki,
maka dari itu hasil dari harta tersebut menjadi hak kita sempurna
dan orang lain tidak berhak untuk mengambilnya.Dalam konteks
lembaga keuangan syariah, kepemilikan dalam murabahah harus
diperoleh melalui proses pembelian barang oleh lembaga, bukan
hanya melalui perjanjian administratif saja.*’

4. Syarat Sah Kepemilikan dalam Transaksi Syariah
Agar suatu kepemilikan dianggap sah dalam perspektif syariah,
harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
a. Barang Harus Ada (Maujud)
Barang yang diperjualbelikan harus jelas keberadaannya, tidak
boleh fiktif.
b. Barang Harus Dapat Diserahterimakan (Qabd)
Barang harus dapat dikuasai, baik secara:
» Fisik (qabd hagqiqi)
» Hukum (qabd hukmi)

Dalam praktik modern, kepemilikan hukum (dokumen, faktur,
atau bukti pembelian) sudah dianggap cukup selama sah secara

syariah.*®

c. Barang Harus Dimiliki oleh Penjual

37 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

38 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema
Insani, 2001. Him,101-103
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Penjual tidak boleh menjual barang yang belum dimilikinya,
karena:
» Mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)
» Berpotensi merugikan pihak lain
» Bertentangan dengan hadis Nabi
5. Berakhirnya kepemilikan
a. Al-milk at-taam (Kepemilikan Sempurna)
Apabila kepemilikan penuh, syarat berakhirnya
kepemilikan adalah sebagai berikut:
1) Pemilik meninggal dunia
2) Harta yang dimiliki itu hilang
b. Al-milk an-naqish (Kepemilikan Tidak Sempurna)
Apabila kepemilikan manfaat, maka syarat berakhirnya
kepemilikan adalah sebagai berikut:
1) Habisnya masa berlaku sewa atau masa
pemanfaatannya
2) Barang yang dimanfaatkan itu hilang
3) Salah satu pembuat akad meninggal dunia
B. Akad Murabahah
1. Pengertian Murabahah
Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli
dalam figh muamalah yang dilakukan dengan cara penjual
menyebutkan secara transparan harga perolehan (harga pokok) suatu
barang dan kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah
disepakati bersama pembeli. Akad ini termasuk dalam kategori bai’
al-amanah, yaitu jual beli yang didasarkan pada kejujuran dan
keterbukaan informasi dari penjual kepada pembeli.*
Dalam perspektif figh, murabahah tidak hanya menekankan
pada aspek transaksi, tetapi juga nilai etika seperti kejujuran (shidq)

dan keterbukaan (transparansi). Hal ini menjadi pembeda utama

39 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4.
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antara murabahah dengan praktik jual beli konvensional yang tidak
selalu mengungkapkan harga pokok barang.

Dalam praktik lembaga keuangan syariah, murabahah
berkembang menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang paling
dominan. Mekanismenya adalah lembaga keuangan syariah terlebih
dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga,
kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan
harga pokok ditambah margin keuntungan. Pembayaran oleh
nasabah biasanya dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu
tertentu.*’

Dengan demikian, murabahah bukan sekadar jual beli biasa,
melainkan juga menjadi instrumen pembiayaan yang harus tetap
memenuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait kepemilikan
barang, kejelasan harga, dan larangan riba.

2. Dasar Hukum Murabahah
a. Al-Qur’an
Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan
secara syar’1, serta didukung oleh mayoritas ulama dari
kalangan sahabat, tabi’in serta ulama-ulama dari berbagai
mazhab dan aliran. Dalil dibolehkannya Murabahah
mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena murabahah
adalah bagian dari jual-beli; dalil jual beli dapat diemukan

dalam Al-Qur“an pada surat Al-Bagarah ayat 275:

" sdo JaRs ll 01 35
Artinya:”Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba”(Q.S. Al-Baqgarah: 275)*!

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan
segala bentuk jual beli selama tidak mengandung unsur riba,

segala bentuk jual beli tersebut termasuk jual beli

40 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.
41 Terjemah Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
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murabahah, lembaga keuangan boleh menggunakan akad
jual beli murabahah ini dengan syarat menjauhi unsur riba
dan unsur-unsur yang dilarang dalam jual-beli. Selanjutnya
ayat tentang jual beli pada surat An-Nisa“ ayat 29 yang
berbunyi;

kil ) il i Kl 1RG04 oAl e

. 2.8 2

Atinya:”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil
(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka
sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”. (An-Nisa'/4:29)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hal yang membuat
perdagangan atau bisnis menjadi halal adalah persetujuan
timbal-balik, yaitu kesepakatan yang saling diberikan oleh
pembeli dan penjual. Dalam konteks perdagangan, setiap
pernyataan mengenai perjanjian atau pengiriman barang
merupakan wujud dari ijab qabul, dan harus berasal dari niat
yang tulus serta tanpa adanya unsur pemaksaan dalam proses
penyerahan atau penerimaan barang. Selain itu, semua aspek
perjanjian seperti hak dan kewajiban dalam transaksi
tersebut  harus  dipatuhi dengan sungguh-sungguh,
sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1
yang berbunyi:

agilly 1385 L Gl 4

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-

janji (Al-Ma'idah/5:1)

42 Terjemah Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
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b. Hadis
Kemudian dalil tentang kebolehan jual-beli juga

dapat ditemukan pada hadits rasululullah SAW;
Jal ) s & B 006 ¢ 06 i iy e A i 0
Cuga e 4ale ol o) il 3 il ity o B o i

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut
untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”” (HR.
Ibnu Majah dari Shuhaib).*?

Hadis ini memberi informasi akan keberkahan juga
dapat diperoleh oleh tiga faktor ini yaitu; jual beli cicilan
tanpa bunga, kemudahan dan pertolongan kepada orang lain
dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada
mugaradhah atau mudharabah terdapat pemanfaatan
manusia terhadap lainnya, dan mencampur gandum dengan
tepung sebagai makanan pokok bukan untuk dijual, karena
terkadang terdapat unsur prnipuan dan kecurangan.

c. Ijma

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara
murabahah, karena manusia sebagai anggota masyarakat
selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang
lain.

Imam syafi’l tanpa bermaksud untuk membela
pandanganya mengatakan jika seseorang ,menunjukkan
komoditas kepada seseorang dan mgatakan, “kamu bali
untukku, aku akan barikan keuntungan bagini, bagini’,

kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah.

4 Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan“ani, Kitab Subulus Salam syarah Bulughul
Maram“Bab Qiradh” (Darul hadis, Kairo) jilid 5,253.
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Imam malik mendukung pendapatnya dengan acuan
pada praktek orang- orang madinah,yaitu ada consensus
pendapat di madinah mengenai hokum orang yang membeli
baju disebuah kota, dan mengambilnya kekoa lain untuk
menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan
keuntungan.

d. Fatwa DSN-MUI

Ketentuan umum murabahah diatur dalam Fatwa
Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah, yaitu sebagai berikut:**

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah
yang bebas riba.

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh
syariat Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan
bebas riba.

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berakitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan
secara utang.

6) Bank kemudian menjaul barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati
tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakat.

44 DSN-MUI, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahabh.
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8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik bank.

3. Rukun dan Syarat Murabahah
a. Rukun Murabahah

Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam

setiap transaksi ada beberapa yaitu:

1) Penjual (ba’i) adalah pihak yang memiliki barang
untuk dijual,

2) Pembeli (musytari) adalah pihak yang memerlukan
dan akan membeli barang.(Dalam hal ini pihak harus
memenuhi kriteria bahwa pihak tersebut cakap
hukum, sukarela dalam pengertian tidak dalam
keadaan dipaksa/terpaksa/di bawah tekanan)

3) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan
tsaman (harga). Harga dalam hal ini pun sudah harus
jelas berapa jumlahnya. Harga inilah yang akan
ditambahkan margin oleh Bank Syariah yang akan
disepakati oleh pihak nasabah. Bank Syariah
berperan sebagai pembeli dari pihak penjual.**Objek
tersebut berkriteria:

1) Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang,

2) Bermanfaat

3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat
dilakukan

4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad

45 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah
dilndonesia, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.88.
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Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan
penjual dengan yang diterima pembeli.

Shighah, yaitu Ijab (serah) dan Qabul (terima).

Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik

dengan siapa berakad, antara ijab dan gabul harus selaras

baik spesifikasi barang maupun harga dari objektersebut,

tidak menggantungkan pada klausul yang baru akan terjadi

padahal/kejadian yang akan datang.*

C. Akad Wakalah

Adapun syarat murabahah antara lain:

1)

2)

3)
4)

5)

Penjual memberi tahu biaya modal kepada
nasabah.

Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun
yang ditetapkan.

Kontrak harus bebas dari riba

Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila
terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
Penjual harus menyampaikan semua hal yang
berkaitan dengan pembelian, misalnya jika
pembelian  dilakukan secara utang.Syarat
kepemilikan menjadi sangat penting karena
menjadi pembeda antar murabahah yang sah dan
yang tidak sah. Jika penjual belum memiliki
barang, maka akad tersebut bertentangan dengan

prinsip syariah.*’

1. Pengertian Wakalah

46 Ibid

47 Muhammad syafi’i antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema

Insani, 2001), him.102
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Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari seseorang kepada pihak
lain untuk melakukan suatu tindakan yang boleh diwakilkan.**Dalam
praktik lembaga keuangan syariah, wakalah digunakan ketika nasabah
diberi kuasa untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan.
Nasabah dalam hal ini bertindak sebagai wakil, bukan sebagai pembeli

utama.*

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendegelasian, atau
pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai
al-tafwidh.Wakalah menurut istilah para ulama berbeda-beda antara lain

sebagai berikut.

®

Malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang meng-
gantikan (menepati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia
yang mengelola pada posisi itu.

b. Hanafiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang
menempati diri orang lain dalam tasarruf (pengelolaan).

c. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah dijelaskan bahwa yang
dimaksud dengan wakalah secara istilah adalah penyerahan
kewenangan atas apa yang boleh dilakukannya sendiri, (perbuatan
tersebut termasuk perbuatan) yang boleh dikuasakan kepada pihak
lain untuk melakukannya selama pemilik kewenangan (muwakkil)
masih hidup.

d. Iman Taqy ad-Din Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini bahwa
wakalah adalah seseorang yang menyerahkan harta untuk
dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya
menjaganya ketika hidupnya.

e. Idris Ahmad berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang yang

menyerahkan suatu urusan kepada orang lain yang dibolehkan oleh

syarak, supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus

dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

48 KHES, Pasal 457.
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.101-103.
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Wakalah atau biasa disebut perwakilan adalah pelimpahan
kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada pihak lain (wakil)
dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima
kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

2. Dasar Hukum Wakalah
a. Al-Qur’an

Gdil gl oy G ol v K ol

Atinya: Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)
dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya (Al-Bagarah
2;283)

Ayat ini berkaitan dengan wakalah karna Dalam ayat ini
menjelaskan kepada pemegang amanah agar menunaikan
amanatnya, dalam akad wakalah wakil (yang diberi
amanah)merupakan  pemegang amanah  dari = muwakkil

(pemberiamanah)
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Artinya: Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling
bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka
berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka
menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka
(yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama
kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu

pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia
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melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian
makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut
dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa

pun.(Al-kahfi ayat 19)°

Pada ayat ini kata” | ganlam merupakan landasan hukum

wakalah. Yakni, seseorang boleh menyerahkan kepada oarang lain
sebagai ganti dirinya untuk urusan harta dan hak semasa hidupnya.
Dasar hukum tentang wakalah juga dapat kita temukan pada hadis

Rasulullah SAW yang berbunyi;

b. Hadis
Dasar hukum tentang wakalah juga dapat kita
temukan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi;

iy Ly 4l O s gl 30
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Artinya: “Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW
untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar,
sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau
bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk
berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada
orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang

itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali

30 Terjemah Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
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yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda:*! 'Berikanlah
kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara
kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar."

(HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

Al Qurthubi berpendapat bahwa Hadits ini
menunjukkan sahnya perwakilan orang yang hadir dan sehat
fisik, sesungguhnya Nabi SAW, memerintahkan sahabat-
sahabat agar mereka membayar unta muda yang menjadi
kewajibannya, ini tak lain sebagai perwakilan (madat) dari
beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi SAW
tidak sakit dan tidak dalam perjalanan.

c. Ijma
Para ulama pun bersepakat dengan ijma atas
dibolehkannyawakalah. Mereka bahka ada yang cenderung
mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut
termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar
kebaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-
Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw.
d. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Wakalah
Fatwa ini, mengatur ketentuan mengenai pemberian
kuasa (Wakalah), yang sering digunakan dalam perbankan
syariah untuk mengurus pembelian atau penjualan barang.
Fatwa ini memberikan ketentuan bahwa dalam akad
wakalah, pihak yang diberi kuasa (wakil) diperbolehkan
melakukan tindakan hukum tertentu sesuai dengan ruang

lingkup kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa

51 Terjemah Kemenag, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
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(muwakkil), selama tindakan tersebut tidak bertentangan

dengan prinsip syariah.>?
3. Rukun dan Syarat Wakalah
a. Rukun Wakalah

Menurut mayoritas ulama, wakalah memiliki empat rukun,

1)

2)

3)

4)

Muwakkil, yaitu orang yang mewakilkan. Syaratnya
adalah baligh dan berakal. Muwakkil harus seorang yang
memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu yang ia
wakilkan.>?

Muwakkal, yaitu orang yang mewakili, disebut juga
wakil. Syarat dari seorang wakil adalah berakal, sehingga
tidak sah mewakilkan kepada orang gila atau anak
kecil.>*Wakil harus mengetahui dengan jelas tentang
kewenangan yang diwakilkan kepadanya.

Muwakkal fih, yaitu objek, perbuatan, atau kewenangan
yang diwakilkan. Memiliki syarat merupakan
kewenangan muwakkil, dapat diwakilkan, dan tidak
melanggar syariat.

Shighat, yaitu ijab dan kabul. [jab merupakan ucapan
atau perbuatan dari muwakkil yang menunjukkan
pemberian kuasa kepada wakil untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan kabul adalah ucapan penerimaan dari wakil.

b. Syarat Wakalah

1)
2)
3)
4)

Objek harus jelas dan dapat diwakilkan
Tidak bertentangan dengan syariat Islam
Dilakukan oleh pihak yang cakap hukum
Ada persetujuan kedua belah pihak>?

106.

32 Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000

53 Mustofa, Figih Muamalah Kontemporer, him. 212.

34 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 423.

55 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 104—
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D. Murabahah bil Wakalah
1. Pengertian Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil wakalah merupakan kombinasi antara akad
murabahah dan wakalah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan
memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang,
kemudian setelah barang menjadi milik lembaga, dilakukan akad
murabahah.

Murabahah bil wakalah adalah suatu bentuk jual beli dimana
pihak Lembaga Keuangan Syariah mewakilkan pembelian barang
kepada nasabah yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada
lembaga, kemudian pihak lembaga memberikan barang tersebut
kepada nasabah dengan akad murabahah.>

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan
Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9,
disebutkan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah
barang yang akan dibeli dari pihak ketiga, secara prinsip, menjadi
milik bank. Berdasarkan ketentuan ini, akad murabahah bil wakalah
dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa barang yang hendak dibeli
oleh nasabah sudah benar-benar menjadi kepemilikan lembaga
keuangan syariah. Setelah lembaga keuangan syariah menguasai
barang tersebut, barulah akad murabahah dapat dijalankan.

Akad murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli di
mana Lembaga Keuangan Syariah mempercayakan nasabah untuk
melakukan pembelian produk, dan setelah nasabah memperoleh
produk tersebut, nasabah selanjutnya menyerahkannya kepada
Lembaga Keuangan Syariah. Setelah barang berada dalam
kepemilikan lembaga, harga produk ditentukan, dan lembaga
keuangan syariah serta nasabah mencapai kesepakatan mengenai
margin yang akan diterima oleh lembaga dan jangka waktu

pembayaran kembali.Mekanisme yang sesuai syariah adalah:

56 Lisa Murlisa dkk., “Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di
Kopeasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat,” Magqasidi: Jurnal Hukum
Pidana Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 2, no. 2 (2022), him. 87
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Akad Wakalah dilakukan terlebih dahulu

o ®

Nasabah membeli barang atas nama lembaga
c. Barang menjadi milik lembaga

Akad murabahah dilakukan

&

Jika urutan ini tidak dipenuhi, maka akad tersebut tidak sah
karena melanggar prinsip kepemilikan dan termasuk rekayasa

hukum (tahayyul).'®

2. Rukun akad murabahah bil wakalah

Rukun dalam akad murabahah bil wakalah ini hampir sama

dengan rukun pada akad murabahah, tetapi ada tambahan dalam

akad murabahah bil wakalah ini yakni terdapat wakil dalam

pembelian barangnya. Tambahan rukun pada akad murabahah bil

wakalah diantaranya:

a.

b.

Muwakil atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan
kuasa kepada pihak lainnya. Muwakil atau pemberi kuasa yaitu
pihak bank atau lembaga keuangan syariah.

Taukil atau objek akad

3. Syarat akad murabahah bil wakalah

Syarat dalam akad murabahah bil wakalah sama dengan

syarat pada akad murabahah tetapi ada beberapa tambahan

diantaranya:

a.

Pihak bank atau lembaga keuangan syariah memberitahukan
modal yang akan diberikan kepada nasabah.

Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan
kepada pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan
berdasarkan pada akad murabahah bil wakalah

Tidak bertentangan dengan syariat agama islam



43

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PRAKTIK MURABAHAH BIL
WAKALAH DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG BATANG

A. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri

1.

Latar Belakang Berdirinya KSPPS Tunas Artha Mandiri

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas
Artha Mandiri pada awalnya berasal dari Koperasi Pasar “Pelindung”
yang berkedudukan di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro,
Kabupaten Nganjuk. Koperasi ini didirikan pada tahun 1970 dengan
Badan Hukum Nomor 12/BH/I1/12/70 tanggal 31 Maret 1970, dengan
wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Sukomoro, Kabupaten
Nganjuk.’’

Seiring dengan perkembangan kebutuhan ekonomi masyarakat,
pada tahun 1997 Koperasi “Pelindung” mengalami perubahan nama
menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) “Tunas Jaya”. Perubahan
tersebut disertai dengan perluasan wilayah kerja yang mencakup seluruh
eks Karesidenan Kediri berdasarkan Surat Keputusan Nomor
1209/PAD/KWK.13/1V/1997 tanggal 21 April 1999.

Perkembangan selanjutnya terjadi pada tanggal 26 Januari 1999
melalui Rapat Anggota Khusus yang bertempat di Kantor KAP Tunas
Jaya, Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat tersebut diputuskan
penggabungan empat koperasi, yaitu KSP “Tunas Jaya” (Nganjuk), KSP
“Tunas Karya” (Madiun), KSP “Tunas Perkasa” (Surabaya), dan KSP
“Tunas Mekar” (Malang). Hasil penggabungan tersebut kemudian
melahirkan KSP “Tunas Artha Mandiri” pada tanggal 19 Februari 1999
dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Jawa Timur.

Seiring perkembangan organisasi, pada tahun 2003 kantor pusat
dipindahkan ke Jalan Dermojoyo No. 34 Nganjuk. Kemudian pada
tanggal 4 Juni 2009, koperasi kembali melakukan penggabungan dengan

57 Dokumen sejarah KSPPS Tunas Artha Mandiri, 2026.
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KSP “Tunas Jaya” Purwokerto dan KSP “Tunas Artha” Tasikmalaya
sehingga berkembang menjadi koperasi skala nasional.

Transformasi penting terjadi pada akhir tahun 2015, ketika koperasi
secara resmi beralih dari sistem konvensional menjadi koperasi berbasis
syariah dengan nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
(KSPPS) Tunas Artha Mandiri. Perubahan ini menunjukkan komitmen
dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam seluruh
kegiatan operasional.

Pada tahun 2016, koperasi kembali melakukan perluasan wilayah
pelayanan ke Jawa Tengah bagian timur dan DIY. Hingga tahun 2020,
KSPPS Tunas Artha Mandiri telah memiliki jaringan yang luas di
seluruh Pulau Jawa dengan total 68 kantor cabang, sebagai bagian dari
upaya menjadi koperasi berskala nasional.>®
2. Visi KSPPS Tunas Artha Mandiri

Visi KSPPS Tunas Artha Mandiri adalah:

“Menjadi koperasi teladan tingkat nasional yang bernuansa
Islami.”

Visi ini menunjukkan arah dan tujuan utama koperasi dalam menjadi

lembaga keuangan syariah yang unggul, profesional, serta

berlandaskan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya.
3. Misi KSPPS Tunas Artha Mandiri

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, KSPPS Tunas Artha

Mandiri memiliki beberapa misi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada anggota secara prima (service
excellence);

b. Meningkatkan daya saing koperasi melalui peningkatan volume
usaha, kemampuan investasi, keragaman produk dan jasa, serta
efisiensi pengelolaan usaha;

c. Mewujudkan koperasi yang memiliki kekuatan dan ketahanan

jangka panjang (viability), sehingga mampu memberikan

58 Dokumen profil KSPPS Tunas Artha Mandiri, 2026.
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dampak berkoperasi (cooperative effect) yang besar kepada
anggota;

d. Mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia
melalui pengembangan sistem teknologi informasi dan
komunikasi;

e. Menjadi mitra terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan

anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi tersebut mencerminkan strategi koperasi dalam
mencapai keberlanjutan usaha serta memberikan manfaat yang

optimal bagi anggota.>’

4. Tujuan KSPPS Tunas Artha Mandiri
Berdasarkan Anggaran Dasar, KSPPS Tunas Artha Mandiri
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, koperasi juga
berperan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional yang
demokratis dan berkeadilan berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
1) Adil, yaitu menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya;
2) Itqan (profesional), yaitu bekerja secara sungguh-sungguh
dan optimal;
3) (jujur), yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas;
4) Ta’awun (tolong-menolong), yaitu saling membantu dalam
kebaikan;
5) Maslahah, yaitu memberikan manfaat bagi anggota dan

masyarakat.

Selain itu, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya,

KSPPS Tunas Artha Mandiri juga berlandaskan pada nilai dasar:

59 Dokumen visi misi KSPPS TAM, 2026.
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Tauhid, yaitu bahwa seluruh aktivitas usaha dan pelayanan kepada

anggota dilandasi oleh niat untuk memperoleh ridha Allah SWT.

B. Proses Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan
pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, diperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil
wakalah. Proses ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pihak koperasi yang
diwakili oleh Petugas Pembiayaan Anggota (PPA) dan pimpinan cabang,
serta pihak anggota atau nasabah selaku penerima pembiayaan. Temuan
hasil wawancara disajikan dari dua perspektif berbeda agar diperoleh
pemahaman yang menyeluruh dan berimbang mengenai praktik

pembiayaan yang berlangsung.®

1. Perspektif Koperasi dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mba Lusiana selaku petugas

bagian pembiayaan (PPA) dan Mba Karima Dwi Andari selaku bagian

akuntansi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, diketahui

bahwa proses akad murabahah bil wakalah diawali dengan pengajuan

pembiayaan yang diterima langsung oleh petugas PPA atau marketing.

Calon anggota dapat datang langsung ke kantor untuk menyampaikan
kebutuhan pembiayaannya.

a. Tahap Pengajuan dan Kelengkapan Berkas Administrasi

Pada tahap awal pengajuan, pihak koperasi mewajibkan

calon anggota untuk menyerahkan berkas administrasi yang

terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu

Keluarga (KK). Berkas-berkas tersebut dititipkan kepada PPA

atau marketing untuk kemudian diproses lebih lanjut. Menurut

keterangan narasumber, kelengkapan dokumen ini menjadi

60 Hasil wawancara dengan lusiana, Petugas Pembiayaan Anggota (PPA)KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang, 24 Desember 2025
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syarat mutlak sebelum pengajuan dapat diteruskan ke tahap
berikutnya.Selain berkas identitas diri, calon anggota juga
diwajibkan menyerahkan jaminan. Jaminan yang dapat diterima
oleh pihak koperasi berupa Bukti Pemilikan Kendaraan
Bermotor (BPKB) kendaraan atau Sertifikat Hak Milik (SHM)
atas tanah atau bangunan. Seluruh berkas pengajuan yang telah
terkumpul kemudian diajukan ke kantor dan diteruskan kepada

pimpinan untuk dilakukan penilaian awal.

Tabel 2. Persyaratan Administrasi Pengajuan Pembiayaan

Murabahah bil Wakalah
No. Jenis Dokumen Keterangan
L. Fotokopi KTP Identitas calon anggota
(wajib)

g Fotokopi Kartu Identitas keluarga (wajib)
Keluarga (KK)

B. Jaminan BPKB Salah satu jaminan yang
Kendaraan dapat dipilih

4. Jaminan Sertifikat Hak | Alternatif jaminan selain
Milik (SHM) BPKB

S. Formulir Pendaftaran Diisi oleh calon anggota
Keanggotaan baru

Berdasarkan keterangan narasumber dari pihak
koperasi,persyaratan administrasi yang ditentukan tersebut
bertujuan untuk memastikan identitas calon anggota secara hukum
serta untuk memberikan kepastian perlindungan bagi koperasi
apabila terjadi wanprestasi atau kegagalan pembayaran di kemudian

hari.

b. Proses BI Checking dan Kategorisasi Anggota
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Setelah berkas pengajuan diterima dan dinilai lengkap, pihak
koperasi melakukan proses BI Checking untuk melihat riwayat
pembiayaan calon anggota. BI Checking merupakan prosedur
standar yang dilakukan untuk menilai kelayakan calon anggota
dalam memperoleh pembiayaan, sehingga dapat meminimalisir
risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Menurut penuturan narasumber, pada umumnya pembiayaan
tidak dapat langsung dicairkan kecuali bagi anggota dengan
kategori tertentu, yaitu anggota lanjutan dan anggota istirahatan.
Penjelasan mengenai kedua kategori tersebut adalah sebagai
berikut:

1) Anggota Lanjutan adalah anggota yang sebelumnya pernah
mengambil pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri,
telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran
angsurannya hingga lunas, dan kemudian mengajukan
pembiayaan kembali. Anggota dalam kategori ini dinilai
memiliki rekam jejak yang baik sehingga proses persetujuan
dapat berlangsung lebih cepat.

2) Anggota Istirahatan adalah anggota yang sebelumnya pernah
mengambil pembiayaan, kemudian berhenti sementara dari
aktivitas pembiayaan, mengambil kembali jaminannya, dan
baru mengajukan pembiayaan lagi setelah beberapa tahun.
Untuk kategori ini, pihak koperasi akan meninjau kembali
riwayat pembiayaan melalui sistem internal. Apabila riwayat
pembiayaan dinilai baik, maka proses pencairan dapat

dilakukan lebih cepat.

Meskipun demikian, narasumber menegaskan bahwa
keputusan akhir atas persetujuan (acc) pembiayaan sepenuhnya
berada di tangan pimpinan, khususnya pimpinan cabang. Tidak
ada satu pun pembiayaan yang dapat direalisasikan tanpa
persetujuan resmi dari pimpinan cabang, terlepas dari kategori

anggota yang bersangkutan.
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Survei Lapangan dan Proses Persetujuan Pembiayaan

Apabila seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi,
hasil BI Checking dinyatakan aman, dan berkas dinyatakan
lengkap, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan survei
lapangan. Survei ini dilakukan oleh petugas PPA bersama
pimpinan cabang secara langsung ke lokasi tempat tinggal atau
usaha calon anggota.

Tujuan survei lapangan adalah untuk menilai kondisi
ekonomi, kelayakan tempat tinggal, dan kemampuan finansial
calon anggota secara nyata di lapangan. Hasil survei menjadi
salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan
persetujuan pembiayaan. Apabila hasil survei menunjukkan
kondisi yang baik dan calon anggota dinilai layak, maka
pembiayaan akan disetujui dan dapat direalisasikan.

Realisasi dan Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Pada saat realisasi pembiayaan, anggota diwajibkan untuk
hadir di kantor dengan membawa jaminan asli berupa KTP dan
KK. Selain itu, anggota wajib membayar seluruh biaya
administrasi yang telah ditetapkan oleh koperasi sebelum dana
pembiayaan dapat dicairkan. Setelah seluruh kewajiban
administratif terpenuhi, barulah dilakukan akad pembiayaan
murabahah bil wakalah antara koperasi dan
anggota.Berdasarkan keterangan narasumber dari pihak
koperasi, rincian biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh

anggota pada saat realisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rincian Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah Bil
Wakalah
No. Jenis Biaya Besaran
1. | Biaya Administrasi Rp100.000,-

2. | Simpanan Pokok Rp100.000,-
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No. Jenis Biaya Besaran

3. | Simpanan Wajib Rp5.000,-

4. | Biaya Materai Rp35.000,-

5. | Dana Ta'awun 0,1% dari nilai
pembiayaan

6. | Dana Tabarru' 0,5% dari nilai
pembiayaan

7. | Biaya Gesek BPKB Rp10.000,- (sesuai
ketentuan yang berlaku)

Seluruh biaya administrasi tersebut dijumlahkan dan
wajib dibayarkan secara penuh di awal sebelum proses pencairan
dana dilakukan. Dengan demikian, pada saat dana pembiayaan
diterima oleh anggota, seluruh kewajiban administrasi telah
dinyatakan selesai dan tidak ada lagi tanggungan administrasi
yang tertunda.Pihak koperasi menjelaskan bahwa simpanan
pokok dan simpanan wajib yang dibayarkan oleh anggota
bersifat mengikat selama anggota masih terdaftar sebagai
anggota koperasi. Simpanan tersebut akan tetap tercatat sebagai
milik anggota dan dapat dikembalikan apabila anggota
mengundurkan diri dari keanggotaan sesuai ketentuan yang
berlaku. Adapun dana ta'awun dikelola secara terpisah dari dana
operasional dan dipergunakan untuk kepentingan sosial, seperti
membantu anggota yang mengalami musibah atau keadaan

darurat.

Ketentuan Margin Pembiayaan

Margin dalam pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Cabang Batang ditentukan berdasarkan
jangka waktu pembiayaan yang dipilih oleh anggota. Margin
dapat dibayarkan secara angsuran bersama pokok pinjaman

setiap bulan, atau dapat pula dibayarkan di
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muka sekaligus pada saat akad dilaksanakan.Berdasarkan
keterangan pihak koperasi, apabila margin dibayar di muka,
maka ketentuan besaran margin berdasarkan jangka waktu

adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.

Ketentuan Margin Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

No. Jangka Waktu Pembiayaan (;?:;::gﬁf:;)
1. | 0—6 bulan 2%
2. | Lebih dari 6 bulan hingga 12 2,5%
bulan
3. | Lebih dari 12 bulan 3%

Penetapan margin yang berbeda berdasarkan jangka
waktu tersebut menunjukkan adanya sistem penyesuaian risiko
dan keuntungan dalam praktik pembiayaan koperasi. Semakin
panjang jangka waktu pembiayaan, semakin besar pula margin
yang dikenakan kepada anggota, mengingat risiko yang

ditanggung oleh koperasi juga semakin tinggi.®!

f. Mekanisme Pemberian Wakalah dan Pembelian Barang

Setelah akad murabahah dilaksanakan dan seluruh biaya
administrasi dilunasi oleh anggota, pihak koperasi memberikan
wakalah atau kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian
barang secara mandiri. Dalam tahap ini, anggota bertindak
sebagai wakil koperasi dalam proses pembelian barang yang
menjadi objek pembiayaan.

Menurut penuturan narasumber dari pihak koperasi, jenis
barang yang dapat menjadi objek pembiayaan murabahah bil
wakalah meliputi kendaraan bermotor, telepon genggam

(handphone), serta berbagai barang kebutuhan lainnya sesuai

61 Hasil wawancara dengan Karima Dwi Andari, Bagian Akuntansi KSPPS Tunas Artha
Mandii Cabang Batang, 24 Desember 2025
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dengan keperluan anggota. Koperasi tidak melakukan pembelian
barang secara langsung kepada penjual, melainkan menyerahkan
dana kepada anggota dan meminta bukti pembelian berupa nota
atau kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.
Dalam hal ini, pihak koperasi menyatakan bahwa harga yang
tercantum pada nota pembelian tidak harus sama persis dengan
nilai pembiayaan yang telah disepakati. Nota pembelian tersebut
dapat menyesuaikan dengan harga barang yang sesungguhnya
dibeli oleh anggota di lapangan. Kondisi ini menunjukkan
adanya fleksibilitas dalam mekanisme wakalah yang diterapkan,
di mana koperasi memberikan keleluasaan kepada anggota
dalam proses pembelian barang sesuai kebutuhan nyata di
lapangan.

Pihak koperasi menjelaskan bahwa sistem ini dipilih karena
dinilai lebih efisien dari sisi operasional dan mampu
mempercepat proses pembiayaan. Apabila koperasi harus
terlibat langsung dalam setiap proses pembelian barang, maka
diperlukan  koordinasi tambahan  yang  berpotensi
memperpanjang waktu proses pembiayaan. Oleh karena itu,
mekanisme wakalah dianggap paling sesuai dengan kondisi
operasional koperasi dan kebutuhan anggota yang menginginkan
proses yang cepat dan praktis.

2. Perspektif Nasabah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah
Selain menggali informasi dari pihak koperasi, peneliti juga
melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa anggota atau
nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang yang pernah atau
sedang menjalani pembiayaan murabahah bil wakalah. Wawancara
dilakukan kepada lima orang nasabah, yaitu Bapak Ahmad, Bapak
Slamet, Ibu Nur Aini, Bapak Fajar Prasetyo, dan Bapak Indi. Temuan
dari perspektif nasabah dipaparkan sebagaimana berikut.
a. Alasan dan Motivasi Menggunakan Pembiayaan di KSPPS Tunas
Artha Mandiri
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Berdasarkan hasil wawancara, seluruh nasabah yang menjadi
informan menyatakan bahwa alasan utama mereka memilih
pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang adalah
kemudahan proses pengajuan dan prosedur yang tidak terlalu rumit
dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Nasabah juga
mengungkapkan bahwa jarak yang dekat dengan kantor cabang serta
adanya hubungan personal yang baik dengan petugas koperasi
menjadi faktor pendukung dalam memilih lembaga ini.

Bapak Ahmad, salah seorang nasabah, mengungkapkan
bahwa ia mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
pembelian kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan
usaha sehari-hari. Sementara itu, Bapak Slamet menyatakan bahwa
ia memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk modal usaha. Ibu Nur
Aini menggunakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah
tangga, sedangkan Bapak Fajar Prasetyo dan Bapak Indi
memanfaatkan fasilitas ini untuk berbagai keperluan konsumtif
sesuai kebutuhan masing-masing.5

b. Pemahaman Nasabah terhadap Akad Murabahah Bil Wakalah

Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua nasabah
memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan
mekanisme akad murabahah bil wakalah yang mereka ikuti.
Sebagian besar nasabah mengetahui bahwa mereka mengikuti
pembiayaan dengan sistem syariah, namun tidak memahami secara
rinci perbedaan antara akad murabahah dan akad wakalah, serta
bagaimana kedua akad tersebut saling berkaitan dalam satu
mekanisme pembiayaan.

Dalam praktiknya, nasabah menyatakan bahwa setelah
pengajuan disetujui, mereka diminta datang ke kantor untuk
melakukan penandatanganan akad dan membayar biaya

administrasi. Proses penandatanganan akad dipahami oleh nasabah

62 Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri
Cabang Batang, 24 Desember 2025



54

sebagai syarat pencairan dana, bukan sebagai suatu perikatan hukum
yang mengatur hak dan kewajiban secara spesifik berdasarkan
prinsip syariah. Sebagian besar nasabah lebih memusatkan perhatian
pada jumlah dana yang diterima serta besaran angsuran yang harus
dibayarkan setiap bulannya.

Bapak Indi, mengungkapkan bahwa dirinya memahami akad
yang dilakukan sebagai perjanjian pinjam-meminjam biasa dengan
sistem cicilan. Ia tidak mengetahui secara spesifik bahwa dalam
akad tersebut terdapat unsur jual beli (murabahah) dan pemberian
kuasa (wakalah) yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dari
sekadar pinjam-meminjam dana. Kondisi ini mencerminkan masih
terbatasnya pemahaman nasabah terhadap substansi akad yang
diikuti.®

c. Proses yang Dialami Nasabah dalam Pengajuan hingga Pencairan
Dana

Berdasarkan keterangan para nasabah, proses yang mereka
alami secara umum dimulai dari penyerahan dokumen persyaratan
berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan jaminan yang diminta.
Setelah berkas diserahkan, nasabah menunggu proses penilaian dan
verifikasi dari pihak koperasi, termasuk adanya kunjungan survei
dari petugas koperasi ke rumah atau tempat usaha mereka.

Bapak Fajar Prasetyo mengungkapkan bahwa proses dari
pengajuan hingga pencairan dana berlangsung dalam beberapa hari
kerja. Menurutnya, petugas koperasi sangat komunikatif dalam
memberikan  informasi  mengenai  perkembangan  proses
pengajuannya, sehingga ia tidak merasa kesulitan dalam mengikuti
prosedur yang ada. Hal senada diungkapkan oleh Ibu Nur Aini yang
menyatakan bahwa proses pengajuan terasa mudah dan tidak

mempersulit.

63Hasil wawancara dengan Bapak Indi, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang, 24 Desember 2025
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Setelah pembiayaan dinyatakan disetujui, nasabah diminta
datang ke kantor untuk menandatangani akad dan menyelesaikan
pembayaran biaya administrasi. Nasabah menyatakan bahwa
seluruh biaya administrasi dijelaskan oleh petugas secara rinci
sebelum pembayaran dilakukan, meskipun tidak semua nasabah
merasa memahami sepenuhnya tujuan dari masing-masing
komponen biaya yang dikenakan.

d. Penggunaan Dana dan Pelaksanaan Pembelian Barang oleh Nasabah

Setelah dana pembiayaan diterima, seluruh nasabah yang

diwawancarai menyatakan bahwa mereka diberikan kebebasan
penuh untuk melakukan pembelian barang secara langsung tanpa

keterlibatan pihak koperasi dalam proses tersebut. Nasabah hanya
diwajibkan untuk menyerahkan nota atau kuitansi pembelian
sebagai bukti bahwa dana telah digunakan.

Bapak Ahmad mengungkapkan bahwa setelah menerima
dana, ia langsung membeli kendaraan bermotor sesuai kebutuhan
dari penjual yang ia pilih sendiri. Nota pembelian kemudian
diserahkan  kepada  pihak  koperasi sebagai  dokumen
pertanggungjawaban. Menurutnya, pihak koperasi tidak memeriksa
secara detail kesesuaian antara harga kendaraan yang tertera di nota
dengan nilai pembiayaan yang diberikan.®*

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Bapak Slamet yang
menyatakan bahwa dana yang diterima dari koperasi tidak
seluruhnya digunakan untuk membeli barang sebagaimana yang
disebutkan dalam akad. Sebagian dana dipergunakan untuk
keperluan lain yang dianggap lebih mendesak saat itu. Bapak Slamet
menambahkan bahwa pihak koperasi tidak melakukan pemeriksaan
mendalam terhadap penggunaan dana selain menerima nota

pembelian yang diserahkan.%

64 Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri
Cabang Batang, 24 Desember 2025
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Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, nasabah
memiliki tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi dalam penggunaan
dana pembiayaan. Kebebasan ini di satu sisi memberikan
kemudahan bagi nasabah, namun di sisi lain berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pembiayaan yang
tertuang dalam akad dengan penggunaan dana secara nyata di
lapangan.

e. Persepsi Nasabah terhadap Transparansi dan Pelayanan Koperasi

Secara umum, para nasabah memberikan penilaian yang
positif terhadap pelayanan KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang. Nasabah menyatakan bahwa komunikasi dengan pihak
koperasi berjalan cukup baik, terutama dalam hal pembayaran
angsuran. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah dapat
berkomunikasi langsung dengan petugas koperasi untuk mencari
solusi tanpa harus melalui prosedur yang rumit.

Ibu Nur Aini mengungkapkan bahwa ia merasa terbantu
dengan adanya pembiayaan dari koperasi karena prosesnya lebih
mudah dan tidak memerlukan syarat yang terlalu berat. Ia juga
menyampaikan apresiasi terhadap sikap petugas koperasi yang
dinilai ramah dan membantu dalam menjelaskan setiap tahapan
proses pembiayaan.

Meskipun demikian, beberapa nasabah mengakui bahwa
mereka kurang mendapatkan penjelasan yang komprehensif
mengenai substansi akad yang diikuti, khususnya terkait perbedaan
antara akad murabahah (jual beli) dan akad wakalah (pemberian
kuasa). Bapak Fajar Prasetyo menyatakan bahwa ia menandatangani
akad tanpa sepenuhnya memahami isi dan konsekuensi hukum dari

akad tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan

66 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini, Nasabah KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang, 26 Februari 2026
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transparansi dan edukasi kepada nasabah dalam proses pelaksanaan

akad murabahah bil wakalah di koperasi.
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BAB IV

ANALISIS KESESUAIAN PRAKTIK MURABAHAH BIL WAKALAH
TERHADAP RINSIP KEPEMILIKAN DALAM HUKUM EKONOMI
SYARIAH DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG BATANG

A. Analisis Prinsip Kepemilikan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang
Prinsip kepemilikan (al-milkiyyah) merupakan fondasi utama dalam
menentukan keabsahan suatu transaksi muamalah. Secara terminologis,
kepemilikan adalah hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta
yang memberikan  kewenangan kepadanya untuk  menguasai,
memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut.’’
Dalam konteks akad murabahah, kepemilikan yang dimaksud adalah
kepemilikan barang oleh lembaga keuangan sebelum barang tersebut dijual
kembali kepada nasabah. Tanpa terpenuhinya prinsip ini, maka jual beli
yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai penjualan barang yang belum
dimiliki (bai' ma lam yamlak), yang dilarang dalam hukum Islam.%®
Berdasarkan fakta di lapangan, KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang tidak melakukan pembelian barang secara langsung dari penjual
(supplier). Koperasi menyerahkan dana kepada anggota dan meminta nota
pembelian sebagai bukti pertanggungjawaban. Dalam hal ini, yang menjadi
permasalahan hukum adalah bahwa koperasi tidak pernah memiliki barang
tersebut, baik secara fisik maupun secara hukum. Pembelian barang
dilakukan oleh anggota atas namanya sendiri, bukan atas nama koperasi.®’
Hal ini bertentangan dengan syarat kepemilikan dalam akad murabahah
yang mengharuskan lembaga keuangan memiliki barang terlebih dahulu

sebelum menjualnya kepada nasabah.’’Penyerahan dana kepada anggota

67 Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," Jurnal Ushuluddin XVIII, No. 2
(2012), hlm. 123.

88Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, hlm. 103.

89Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di
Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 88.

"OFatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Pasal 9; lihat juga
KHES Pasal 119.



59

tanpa disertai mekanisme yang memastikan bahwa barang tersebut secara
hukum pernah menjadi milik koperasi menjadikan akad ini kehilangan salah
satu syarat esensialnya. Dalam figh muamalah, kepemilikan barang tidak
harus bersifat fisik semata, namun dapat berupa kepemilikan hukum (milk
hukmi) yang dibuktikan dengan dokumen resmi atas nama lembaga, seperti
faktur pembelian atau kuitansi yang mencantumkan nama lembaga sebagai
pembeli.”! Namun dalam praktik KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang, nota pembelian yang diserahkan oleh anggota mencantumkan nama
anggota itu sendiri sebagai pembeli, bukan nama koperasi, sehingga
kepemilikan hukum oleh koperasi pun tidak terpenuhi.
1. Tinjauan Keabsahan Kepemilikan Sempurna (Milk Al-Tam) Atas Objek
Dalam teori hukum ekonomi syariah, kepemilikan dibedakan
menjadi milk al-tam (kepemilikan sempurna atas zat dan manfaat) dan
milk al-naqish (kepemilikan tidak sempurna). Akad murabahah sebagai
bentuk bai' al-amanah mensyaratkan penjual memiliki milk al-tam atau
minimal telah memiliki hak kepemilikan yang sah secara prinsip atas
barang sebelum menjualnya kepada nasabah dengan tambahan margin
keuntungan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdri. Lusiana (Petugas
Pembiayaan Anggota) dan Sdri. Karima Dwi Andari (Akuntan), KSPPS
Tunas Artha Mandiri Cabang Batang merealisasikan pembiayaan
dengan cara memberikan dana tunai langsung kepada nasabah (seperti
Bapak Ahmad, Bapak Slamet, dan Ibu Nur Aini) segera setelah akad
murabahah bil wakalah ditandatangani di kantor koperasi. Pada titik
waktu penandatanganan akad tersebut, objek barang (seperti kendaraan
bermotor atau handphone) secara fisik maupun hukum belum dibeli,

belum ada di gudang koperasi, dan belum tercatat atas nama koperasi.

"1Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 298.

72 Muhammad Mushthafa al-Shalaby, Al-Madkhal fi al-Figh al-Islami , (Beirut: Dar al-
Nahdah al-Arabiyyah, 1985), hlm. 512.
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Jika dijelaskan menggunakan teori kepemilikan Muhammad
Mushthafa al-Shalaby, al-milk didefinisikan sebagai kekhususan(
ikhtishash) atas sesuatu benda yang menghalangi orang lain bertindak di
atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan tindakan secara
langsung (tasharruf’) selama tidak ada halangan syara'. Dalam praktik
di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, unsur ikhtishash
(kekhususan hubungan hukum) antara pihak koperasi dengan barang
yang dibiayai sama sekali belum terbentuk ketika akad murabahah
diikrarkan. Koperasi belum memiliki otoritas hukum ataupun
penguasaan fisik untuk melakukan tindakan hukum (zasharruf) terhadap
barang tersebut. Akibatnya, status kepemilikan pihak koperasi terhadap
objek jual beli pada saat akad dilakukan adalah nihil.

Ketidakterpenuhinya unsur kepemilikan barang oleh koperasi
sebelum akad murabahah dilaksanakan menyebabkan munculnya
permasalahan hukum dalam perspektif ekonomi syariah.ketiadaan
kepemilikan ini menyebabkan transaksi tersebut masuk ke dalam ruang
lingkup larangan bai' al-ma'dum (menjual beli barang yang tidak ada
atau tidak dimiliki), yang secara tegas dilarang oleh Rasulullah SAW
melalui hadis riwayat Abu Dawud dari Hakim bin Hizam: "Janganlah
kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki". Koperasi bertindak
menjual aset yang belum masuk ke dalam dzimmah (tanggung jawab
hukum) mereka, sehingga esensi murabahah sebagai akad jual beli riil
berubah menjadi sekadar penyaluran dana talangan tunai yang menarik
keuntungan dari jasa peminjaman, yang mengarah pada praktik riba
nasi'ah .

Sebab Kepemilikan Melalui Akad (A4/-‘Ugqud) dalam Pembiayaan
Murabahah Bil Wakalah

Salah satu sebab kepemilikan dalam hukum ekonomi syariah adalah
melalui al-uqud (akad atau perjanjian). Dalam teori yang telah
dijelaskan pada Bab II, al-'uqud merupakan kesepakatan antara dua
pihak atau lebih yang diwujudkan melalui ijab dan kabul sesuai dengan

ketentuan syariat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap objek
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yang diperjanjikan. Akad yang dilakukan secara sah akan melahirkan
hak dan kewajiban bagi para pihak serta menjadi sebab berpindahnya
hak milik atas suatu harta. Dengan demikian, akad mempunyai
kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan kepemilikan yang
sah menurut syariah.”

Menurut para fuqaha, akad tidak hanya dipahami sebagai
kesepakatan formal semata, tetapi juga harus memenuhi rukun dan
syarat yang telah ditentukan syariat. Adanya kerelaan para pihak (an-
taradhin), objek yang jelas, serta kemampuan untuk menyerahkan objek
akad merupakan syarat yang harus dipenuhi agar akad dapat
menghasilkan akibat hukum berupa perpindahan kepemilikan. Oleh
karena itu, suatu transaksi yang dilakukan terhadap barang yang belum
dimiliki atau belum dikuasai oleh penjual tidak dapat melahirkan
kepemilikan yang sempurna dan berpotensi mengandung unsur gharar
(ketidakjelasan).

Dalam akad murabahah, perpindahan kepemilikan terjadi melalui
mekanisme jual beli, di mana penjual wajib terlebih dahulu memiliki
barang yang akan dijual kepada pembeli. Kepemilikan tersebut dapat
diperoleh secara langsung maupun melalui wakil yang ditunjuk oleh
penjual. Dengan demikian, akad murabahah merupakan salah satu
bentuk al-'uqud yang menjadi sebab timbulnya hak milik bagi pembeli
setelah sebelumnya barang tersebut menjadi milik penjual secara
sah.Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang lahir melalui akad
harus didahului dengan adanya kepemilikan yang sah dari pihak penjual
agar transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip syariah.

Dalam praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang, koperasi memberikan pembiayaan
kepada anggota untuk membeli barang kebutuhan seperti kendaraan
bermotor, telepon seluler, maupun barang konsumtif lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa akad murabahah

73 Abdi Widjaja, Hukum Ekonomi Syariah (Makassar Fakultas Syariah dan Hukum UIN
auddin Makassar. 2022), him. 86.
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dilakukan terlebih dahulu bersamaan dengan pencairan dana
pembiayaan. Setelah itu, anggota diberikan kuasa untuk membeli barang
yang diinginkan dan menyerahkan bukti pembelian kepada koperasi.
Dengan kata lain, pembelian barang baru dilakukan setelah akad
murabahah selesai dilaksanakan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa
pada saat akad murabahah ditandatangani, barang yang menjadi objek
transaksi belum dimiliki oleh koperasi secara prinsip maupun secara
hukum.

Jika ditinjau berdasarkan teori sebab-sebab kepemilikan melalui
akad (al-'uqud), kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebab
kepemilikan yang seharusnya timbul melalui akad murabahah belum
terpenuhi secara sempurna. Sebab, akad murabahah sebagai akad jual
beli dilakukan ketika objek akad belum berada dalam kekuasaan
penjual. Dalam perspektif figh muamalah, kepemilikan tidak hanya
ditentukan oleh adanya akad secara administratif, tetapi juga harus
dibarengi dengan adanya penguasaan terhadap barang (al-gabd) dan hak
untuk melakukan tindakan hukum atas barang tersebut. Oleh karena itu,
apabila barang masih berada di tangan pihak ketiga dan belum pernah
menjadi milik koperasi, maka akad murabahah tersebut belum dapat
menjadi sebab lahirnya kepemilikan yang sah bagi koperasi.

Pada dasarnya, keberadaan akad wakalah dalam murabahah bil
wakalah dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembelian
barang. Nasabah bertindak sebagai wakil dari lembaga keuangan untuk
membeli barang atas nama lembaga tersebut. Dalam kedudukannya
sebagai wakil, nasabah bukanlah pembeli utama, melainkan hanya
menjalankan kuasa yang diberikan oleh lembaga keuangan. Setelah
barang dibeli oleh wakil dan secara prinsip menjadi milik lembaga
keuangan, barulah dilakukan akad murabahah untuk memindahkan hak
milik kepada nasabah. Dengan mekanisme tersebut, sebab kepemilikan
melalui akad dapat terwujud secara sempurna karena terdapat tahapan
kepemilikan yang jelas, yaitu dari pemasok kepada lembaga keuangan,

kemudian dari lembaga keuangan kepada nasabah.
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Namun, praktik yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang menunjukkan bahwa tahapan tersebut tidak terlaksana
sebagaimana mestinya. Akad murabahah justru dilakukan sebelum
barang dibeli oleh nasabah. Hal ini mengakibatkan tidak adanya fase
kepemilikan barang oleh koperasi. Secara substansi, koperas: hanya
menyediakan dana pembiayaan, sedangkan barang dibeli langsung oleh
anggota atas namanya sendiri. Akibatnya, koperasi tidak pernah
memiliki objek murabahah secara nyata maupun secara hukum. Kondis1
ini menyebabkan akad murabahah kehilangan salah satu unsur
pokoknya, yaitu kepemilikan penjual terhadap barang yang
diperjualbelikan.”

Selain itu, larangan menjual barang yang belum dimiliki juga
didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

"Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau miliki." (HR
Abu Dawud).”

Hadis tersebut menjadi dasar utama dalam transaksi murabahah.
Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar dan
ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam konteks murabahah bil wakalah,
apabila lembaga keuangan melakukan akad jual beli sebelum memiliki
barang, maka transaksi tersebut mendekati praktik bai' al-ma'dum
(menjual barang yang belum dimiliki), yang dilarang dalam syariah.
Oleh karena itu, kepemilikan melalui akad (al-uqud) harus didahului
dengan kepemilikan objek agar tujuan akad dapat tercapai secara
sempurna.

Menurut Adiwarman A. Karim, dalam murabahah bil wakalah
terdapat dua akad yang berbeda, yaitu akad wakalah dan akad

murabahah, yang harus dilakukan secara berurutan. Wakalah berfungsi

74 Muhammad Zainal Arifin, Umi Khusnul Khotimah, dan Dawud Arif Khan,
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sebagai sarana untuk memperoleh kepemilikan barang oleh lembaga
keuangan, sedangkan murabahah menjadi sebab perpindahan hak milik
kepada nasabah. Apabila urutan tersebut dibalik, maka akad murabahah
tidak lagi berfungsi sebagai transaksi jual beli, melainkan hanya
menjadisarana pembiayaan dana yang secara substansi dapat
menyerupai transaksi utang-piutang berbunga yang dilarang dalam
Islam.”®

Dengan demikian, berdasarkan teori sebab-sebab kepemilikan
melalui akad (al-ugud) yang telah dijelaskan pada Bab II, praktik
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang
belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam hukum
ekonomi syariah. Hal ini disebabkan akad murabahah dilakukan
sebelum barang menjadi milik koperasi sehingga akad tersebut belum
dapat menjadi sebab lahirnya kepemilikan yang sempurna (milk al-tam).
Akibatnya, perpindahan hak milik dari koperasi kepada anggota tidak
terjadi melalui mekanisme jual beli yang sempurna sebagaimana yang
disyaratkan dalam figh muamalah. Oleh karena itu, agar sesuai dengan
prinsip al-milkiyyah, pelaksanaan murabahah bil wakalah seharusnya
dilakukan dengan mendahulukan akad wakalah, kemudian pembelian
barang atas nama koperasi, dan setelah barang secara prinsip menjadi
milik  koperasi, barulah dilakukan akad murabahah dengan
anggota.Dengan mekanisme tersebut, sebab kepemilikan melalui akad
(al-'uqud) dapat terwujud secara sah sesuai dengan prinsip hukum
ekonomi syariah.

3. Analisis Konsep Penguasaan Barang ( A/-Qabd Hagqiqi dan Hukmi )

Syarat sahnya kepemilikan dalam suatu transaksi tidak hanya
mencakup perpindahan hak atas kertas, melainkan juga terpenuhinya
unsur al-qabd (penguasaan/penerimaan barang). Para ulama fiqih
membagi penguasaan ini menjadi dua bentuk: gabd hagiqi (penguasaan

fisik secara nyata) dan gabd hukmi (penguasaan secara yuridis atau

76 Adiwarman A Karim,Ekonomi Mikro Islam (Jakarta:Rajawali Pers, 2010)hlm.116
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dokumenter, seperti kepemilikan faktur, kuitansi, atau dokumen legal
atas nama pembeli).

Dalam operasional KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang,
mekanisme gabd haqiqi jelas tidak terpenuhi karena pihak koperasi
tidak pernah menerima, melihat, atau menyimpan barang yang
dibutuhkan nasabah. Seluruh proses pemilihan barang, negosiasi harga,
hingga serah terima barang fisik dilakukan langsung oleh konsumen
(misalnya Bapak Ahmad yang membeli kendaraan bermotor langsung
dari pihak ketiga pilihan sendiri).

Terkait dengan konsep gabd hukmi, KSPPS Tunas Artha Mandiri
berpendapat bahwa prinsip penguasaan barang telah terpenuhi melalui
mekanisme pertanggungjawaban administratif, yaitu dengan meminta
nasabah menyerahkan nota atau kuitansi pembelian setelah dana
pembiayaan dicairkan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, mekanisme
tersebut belum dapat menunjukkan adanya penguasaan barang oleh
koperasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam akad murabahah. Hal
ini karena nota pembelian baru diterbitkan dan diserahkan setelah
nasabah melakukan pembelian barang secara langsung, sehingga
tanggal yang tercantum dalam nota selalu berada setelah tanggal
pelaksanaan akad murabahah. Selain itu, berdasarkan keterangan dari
Bapak Ahmad dan Bapak Slamet, nota pembelian yang diperoleh dari
toko atau pemasok pada umumnya diterbitkan atas nama nasabah, bukan
atas nama KSPPS Tunas Artha Mandiri. Kondisi ini menunjukkan
bahwa barang yang menjadi objek pembiayaan secara hukum dan
administratif tidak pernah berada dalam penguasaan koperasi,
melainkan langsung berada di bawah penguasaan nasabah sejak awal
transaksi.

Secara hukum ekonomi syariah, kuitansi yang terbit atas nama
nasabah membuktikan bahwa hak milik ( milkiyyah ) dari pihak ketiga
langsung berpindah kepada nasabah secara pribadi, tanpa pernah
berhenti atau transit dalam kepemilikan koperasi. Koperasi tidak pernah

memegang dokumen legal yang menyatakan bahwa barang tersebut
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adalah milik koperasi. Oleh karena itu, penguasaan secara yuridis ( gabd
hukmi ) pun gagal terpenuhi. Tanpa adanya qabd haqiqi maupun gabd
hukmi oleh koperasi sebelum akad jual beli, prinsip dhaman
(perpindahan risiko) tidak berjalan. Koperasi tidak pernah menanggung
risiko kerusakan barang ( thari' al-halak ) sebelum barang diterima
nasabah, padahal dalam kaidah figih muamalah ditegaskan: “al-ghunmu
bi al-ghurmi” (keuntungan berbanding lurus dengan risiko).”” Menjual
barang tanpa bersedia menanggung risiko barang tersebut merupakan
pelanggaran berat terhadap keadilan bertransaksi dalam Islam.

B. Analisis Pelaksanaan Praktik Murabahah Bil Wakalah dalam Hukum

Ekonomi Syariah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang

Pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada lembaga keuangan
syariah tidak hanya harus memenuhi ketentuan figh muamalah, tetapi juga
wajib sesuai dengan regulasi syariah yang berlaku di Indonesia, khususnya
Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kedua
instrumen hukum tersebut menjadi pedoman normatif yang menentukan sah
atau tidaknya praktik akad murabahah bil wakalah yang diterapkan oleh
lembaga keuangan syariah, termasuk KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik yang ditemukan di
lapangan perlu dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat
dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, serta
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembiayaan murabahah bil
wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang dilakukan dengan
cara anggota mengajukan pembiayaan kepada koperasi, kemudian koperasi
memberikan kuasa (wakalah) kepada anggota untuk membeli sendiri barang
yang dibutuhkan. Setelah dana dicairkan, anggota melakukan pembelian
barang secara langsung kepada pemasok, kemudian menyerahkan nota

pembelian kepada koperasi sebagai bukti penggunaan

7 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-Arabi, 1999),
hlm. 145.
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dana. Dalam praktiknya, akad wakalah dan akad murabahah ditandatangani
pada waktu yang hampir bersamaan sebelum barang dibeli oleh anggota.
Selain itu, nota pembelian yang diserahkan kepada koperasi mencantumkan
nama anggota sebagai pembeli, bukan nama koperasi.

Praktik tersebut apabila dianalisis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
04/DSN-MUI/IV/2000 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
ketentuan syariah yang berlaku. Dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa
apabila bank atau lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah
untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad murabahah baru dapat
dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga
keuangan terlebih dahulu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan
barang oleh penjual merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi sebelum
akad murabahah dilaksanakan.’®Dalam praktik di KSPPS Tunas Artha
Mandiri Cabang Batang, akad murabahah dilaksanakan sebelum barang
menjadi milik koperasi. Bahkan berdasarkan dokumen yang ditemukan
dalam penelitian, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa barang
pernah beralih kepemilikan kepada koperasi sebelum dijual kepada anggota.
Dengan demikian, koperasi telah melakukan akad murabahah atas barang
yang belum dimiliki. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar
murabahah yang mensyaratkan adanya kepemilikan barang oleh penjual
sebelum transaksi jual beli dilakukan.”

Selain Fatwa Murabahah, analisis juga perlu dilakukan berdasarkan
Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/VI/2000 tentang Wakalah. Dalam
fatwa tersebut dijelaskan bahwa wakalah merupakan akad pelimpahan
kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan
hukum atas nama pemberi kuasa. Dengan demikian, ketika koperasi
memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang, maka anggota
seharusnya bertindak sebagai wakil koperasi dalam melakukan pembelian.

Konsekuensinya, barang yang dibeli harus tercatat sebagai milik koperasi

8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murabahah (Jakarta: DSN-MUI, 2000), hlm. 3.
" Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 89.
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terlebih dahulu sebelum dijual kembali kepada anggota melalui akad
murabahah

Fakta penelitian menunjukkan bahwa anggota melakukan pembelian
atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama koperasi. Hal ini dapat dilihat
dari nota pembelian yang seluruhnya mencantumkan identitas anggota
sebagai pembeli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi wakalah
tidak berjalan sebagaimana mestinya. Anggota tidak bertindak sebagai
wakil koperasi, melainkan sebagai pembeli langsung dari pemasok.
Akibatnya, barang tidak pernah masuk ke dalam penguasaan hukum
koperasi dan kepemilikan barang tetap berada pada anggota sejak awal
transaksi. Dengan demikian, substansi akad wakalah yang diatur dalam
Fatwa DSN-MUI No. 10 Tahun 2000 tidak terpenuhi secara sempurna.®!

Apabila dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah (KHES), praktik tersebut juga menunjukkan ketidaksesuaian yang
cukup signifikan. Pasal 119 KHES menyatakan bahwa apabila penjual
hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak
ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah barang tersebut secara
prinsip menjadi milik penjual. Ketentuan ini pada dasarnya mengadopsi
prinsip yang sama dengan Fatwa DSN-MUI No. 04 Tahun 2000, yaitu
adanya kewajiban kepemilikan barang oleh penjual sebelum akad
murabahah dilaksanakan.®?

Menurut KHES, kepemilikan barang merupakan salah satu unsur
penting dalam akad jual beli. Penjual tidak diperbolehkan menjual barang
yang belum dimiliki karena berpotensi menimbulkan unsur gharar
(ketidakjelasan) dan ketidakpastian hukum dalam transaksi. Oleh sebab itu,
apabila akad murabahah dilakukan sebelum barang menjadi milik penjual,
maka akad tersebut mengandung cacat syariah yang dapat memengaruhi

keabsahan akad.®?

80 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 13/DSN-MUI/IX/2000
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Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi yang ditemukan
pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang menunjukkan bahwa
akad murabahah yang dilaksanakan lebih mendekati pola pembiayaan dana
(cash financing) daripada akad jual beli barang sebagaimana konsep
murabahah yang sebenarnya. Koperasi hanya menyediakan dana kepada
anggota untuk membeli barang secara mandiri, sementara kepemilikan
barang tidak pernah berpindah kepada koperasi. Akibatnya, substansi
transaksi jual beli yang menjadi karakteristik utama murabahah tidak
terpenuhi secara sempurna.>*

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa
aspek dalam pelaksanaan akad murabahah bil wakalah yang menunjukkan
ketidaksesuaian terhadap prinsip dan ketentuan syariah. Adapun rincian
tingkat kepatuhan praktik tersebut terhadap Fatwa DSN-MUI dan KHES
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel S.
Tingkat Kepatuhan Praktik Murabahah Bil Wakalah KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang terhadap Ftwa DSN-MUI dan KHES

No Praktik di Ketentuan Syariah Dasar Kesesuaian
KSPPS Hukum
Akad Barang harus Fatwa DSN- Tidak
1 murabahah dimiliki penjual MUI No. 04 sesuai
dilakukan sebelum akad Tahun 2000
sebelum barang murabahah angka 9
dibeli
2 Anggota Wakalah dilakukan | Fatwa DSN- Tidak
membeli untuk membeli MUI No. 10 sesuai
barang atas barang atas nama Tahun 2000
nama sendiri pemberi kuasa Wakalah
3 | Tidak terdapat Barang secara Pasal 119 Tidak
bukti prinsip harus KHES sesuai
perpindahan menjadi milik
kepemilikan lembaga sebelum
kepada dijual kepada
koperasi nasabah

84 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2019), him. 114.
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4 Praktik lebih Pelaksanaan KHES dan Tidak
menyerupai murabahah harus figh sesuai
penyaluran berbentuk jual beli muamalah

dana barang, bukan
pembiayaan dana

Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar aspek
pelaksanaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri
Cabang Batang belum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI maupun
KHES. Ketidaksesuaian terutama terlihat pada tidak adanya kepemilikan
barang oleh koperasi sebelum akad murabahah dilakukan serta tidak
berjalannya fungsi wakalah sebagaimana pelimpahan kuasa atas nama
pemberi kuasa. Akibatnya, transaksi yang terjadi lebih menyerupai
pembiayaan dana daripada transaksi jual beli murabahah yang
sesungguhnya.

C. Analisis Status Hukum Akad Murabahah bil Wakalah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pembiayaan murabahah bil
wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang
menunjukkan bahwa akad murabahah dilakukan terlebih dahulu, sedangkan
barang yang menjadi objek akad pada saat itu belum dimiliki oleh pihak
KSPPS, baik secara fisik maupun secara hukum. Setelah akad murabahah
ditandatangani, KSPPS memberikan kuasa kepada nasabah melalui akad
wakalah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Dengan demikian,
pada saat akad murabahah dilaksanakan, objek jual beli belum berada dalam
kepemilikan penjual.Praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang
menyatakan bahwa apabila lembaga keuangan syariah mewakilkan
pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah, maka akad
murabahah hanya boleh dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip
menjadi milik lembaga keuangan syariah.33Ketentuan ini menunjukkan
bahwa kepemilikan barang oleh penjual merupakan syarat penting agar akad

murabahah memenuhi prinsip syariah.

8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
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Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik tersebut lebih tepat
dikategorikan sebagai akad fasid (rusak), bukan akad batil. Akad batil
merupakan akad yang sejak awal tidak memenuhi rukun akad sehingga tidak
menimbulkan akibat hukum. Sementara itu, akad fasid adalah akad yang
telah memenuhi rukun, seperti adanya para pihak, ijab kabul, objek, dan
harga, tetapi tidak memenuhi salah satu syarat sah akad.®*Dalam praktik
pembiayaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Batang, rukun
akad murabahah telah terpenuhi, namun syarat kepemilikan objek akad
tidak terpenuhi karena barang belum menjadi milik KSPPS pada saat akad
murabahah dilaksanakan. Oleh karena itu, status hukum akad tersebut lebih
tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid.

Status akad sebagai akad fasid menimbulkan beberapa implikasi
hukum.Pertama, akad tersebut tidak memenuhi syarat sah sehingga
mekanisme pelaksanaannya harus diperbaiki dengan memastikan barang
terlebih dahulu dibeli dan menjadi milik KSPPS, baik secara nyata maupun
secara prinsip (qabd hukmi), sebelum akad murabahah dilakukan dengan
nasabah. Kedua, karena koperasi tidak pernah memiliki maupun
menanggung risiko atas barang sebelum menjualnya kepada nasabah, maka
praktik tersebut tidak mencerminkan karakteristik akad jual beli murabahah
yang sebenarnya. etiga, apabila ditinjau dari substansi transaksi, praktik
tersebut lebih menyerupai penyaluran dana kepada nasabah daripada
transaksi jual beli yang sesungguhnya karena koperasi hanya menyerahkan
sejumlah uang, sedangkan pembelian barang dilakukan sendiri oleh nasabah
atas namanya sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya risiko
ketidakpatuhan syariah (sharia non-compliance risk) dan mengandung
unsur tahayyul (rekayasa hukum), karena secara formal menggunakan akad
murabahah dan wakalah, tetapi secara substansi koperasi tidak pernah

memiliki objek murabahah sebelum menjualnya kepada nasabah.®’

86 Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin. Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan
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Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 47-48.
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Dengan demikian, berdasarkan prinsip kepemilikan (al-milkiyyah),
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dan ketentuan fikih
muamalah, praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Syariah Cabang Batang belum sepenuhnya sesuai dengan
hukum ekonomi syariah karena akad murabahah dilakukan sebelum barang
menjadi milik koperasi. Akibatnya, akad tersebut berkedudukan sebagai
akad fasid sehingga memerlukan perbaikan tata cara pelaksanaan, yaitu
pembelian barang harus terlebih dahulu dilakukan atas nama dan menjadi

milik KSPPS sebelum akad murabahah ditandatangani dengan nasabah.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik murabahah bil

wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang, dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1.

Mekanisme pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas
Artha Mandiri Cabang Batang dilaksanakan dengan menggabungkan
akad murabahah dan wakalah dalam satu rangkaian pembiayaan.
Setelah permohonan pembiayaan disetujui, koperasi melakukan akad
murabahah dengan anggota, kemudian memberikan kuasa melalui akad
wakalah kepada anggota untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan
kepada pihak ketiga. Setelah pembelian dilakukan, anggota
menyerahkan nota pembelian kepada koperasi sebagai bukti
penggunaan dana pembiayaan. Dengan demikian, praktik yang
diterapkan menunjukkan bahwa akad murabahah dilakukan sebelum
barang dibeli dan sebelum barang tersebut secara prinsip menjadi milik
koperasi.

Praktik murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepemilikan dalam
Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan koperasi tidak terlebih
dahulu memiliki barang, baik secara fisik maupun secara hukum,
sebelum akad murabahah dilaksanakan. Padahal, Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Pasal 119
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengharuskan barang menjadi
milik penjual terlebih dahulu sebelum diperjualbelikan kepada nasabah,
meskipun pembeliannya diwakilkan melalui akad wakalah. Selain itu,
Fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
menegaskan bahwa pemberian kuasa kepada nasabah tidak menghapus
kewajiban lembaga keuangan syariah untuk memiliki objek murabahah
terlebih dahulu. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan belum

memenubhi prinsip kepemilikan (al-milkiyyah), khususnya unsur milk al-



74

tam, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum
Ekonomi Syariah.

3. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, praktik tersebut lebih
tepat dikualifikasikan sebagai akad fasid (rusak), bukan akad batil. Hal
ini karena rukun akad murabahah, yaitu adanya para pihak, ijab kabul,
objek akad, dan harga telah terpenuhi, namun salah satu syarat sah akad
tidak terpenuhi, yaitu barang yang menjadi objek murabahah belum
menjadi milik KSPPS pada saat akad dilaksanakan. Akibatnya, akad
tersebut tidak memenuhi ketentuan syariah mengenai kepemilikan objek
jual beli dan mengandung unsur fahayyul (rekayasa hukum), karena
secara formal menggunakan akad murabahah dan wakalah, tetapi secara
substansi koperasi tidak pernah memiliki barang sebelum menjualnya
kepada nasabah. Oleh karena itu, agar akad menjadi sah menurut Hukum
Ekonomi Syariah, mekanisme pembiayaan harus diperbaiki dengan
memastikan bahwa barang terlebih dahulu dibeli dan menjadi milik
KSPPS, baik secara nyata maupun secara prinsip (qabd hukmi),
kemudian setelah itu baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang

KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Batang perlu melakukan
evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan pembiayaan murabahah
bil wakalah yang selama ini diterapkan. Koperasi sebaiknya
memastikan bahwa barang yang menjadi objek murabahah telah
menjadi milik koperasi terlebih dahulu, baik secara fisik maupun
secara prinsip (qabd hukmi), sebelum dilaksanakan akad murabahah
dengan anggota. Selain itu, diperlukan penyusunan standar
operasional prosedur (SOP) yang lebih sesuai dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI dan KHES agar praktik pembiayaan benar-benar
memenuhi prinsip syariah.

2. Bagi Pengurus dan Karyawan KSPPS
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Pengurus dan karyawan yang menangani pembiayaan perlu
meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum
ekonomi syariah, khususnya terkait konsep kepemilikan (al-
milkiyyah), penguasaan barang (al-qabd), serta mekanisme akad
murabahah bil wakalah yang benar. Peningkatan kompetensi dapat
dilakukan melalui pelatihan, seminar, maupun pendampingan dari
Dewan Pengawas Syariah sehingga potensi terjadinya
penyimpangan akad dapat diminimalkan.

. Bagi Anggota atau Nasabah

Anggota koperasi diharapkan lebih memahami mekanisme
pembiayaan syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan
syariah. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban dalam
akad murabahah bil wakalah akan membantu anggota untuk
berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan transaksi yang sesuai
dengan prinsip syariah serta menghindari praktik yang berpotensi

menimbulkan ketidakjelasan hukum.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada aspek kesesuaian prinsip
kepemilikan dalam akad murabahah bil wakalah di satu lembaga
koperasi syariah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan
untuk mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas,
baik pada lembaga keuangan syariah lainnya maupun dengan
menambahkan analisis mengenai peran Dewan Pengawas Syariah,
efektivitas pengawasan akad, serta implikasi hukum terhadap akad
yang tidak memenuhi prinsip kepemilikan dalam perspektif hukum
ekonomi syariah.

Dengan adanya perbaikan mekanisme dan peningkatan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip syariah, diharapkan praktik pembiayaan
murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Batang dapat berjalan secara lebih profesional, transparan, serta
sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku di

Indonesia.
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